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KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan
yang disusun dengan berpedoman kepada target Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, serta target
Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun
2021-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.

Renja Tahun 2023 merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja
pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Tahun 2021-2026 dan menjadi bahan materi penyusunan dokumen Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, serta menjadi acuan dan pedoman bagi
penyusunan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Demikianlah Rencana Kerja ini disusun semoga dapat membantu pelaksanaan kinerja pada

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022.

Padang, Januari 2022

Kepala Dinas

dto

RIFDA SURIANI, ST, Sp
NIP 19680516 199503 2 002
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Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (OPD)
untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok
sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan
fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun
berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan.
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera
Barat berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD yang mengacu kepada
RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Rencana Strategis (Renstra), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIJMD), hasil evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi serta
berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari Kabupaten/Kota serta
masyarakat sebatas tidak melanggar kewenangan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah.
Rencana Kerja ini merupakan suatu dokumen yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan yang merupakan uraian lebih mendetil dari rencana-rencana
strategis, penetapan kinerja, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada
setiap tahunnya.
Rencana Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai langkah untuk melakukan
pengukuran dan evaluasi kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan, sehingga

dapat diperbaiki dan ditingkatkan pencapaian kinerjanya sesuai dengan tuntutan
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Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2023

perubahan dari masyarakat maupun stakeholders dan mampu menjawab tuntutan
perubahan dan perkembangan lingkungan yang semakin cepat dan pesat.

Pada akhir tahun Rencana Kinerja tersebut diukur capaian kinerjanya (performance
result) sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi/OPD. Analisis atas
capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkandiidentifikasi sejumlah
celah kinerja (Performance Gap) untuk perbaikan kinerja dimasa datang.

Proses Penyusunan Rencana Kerja Proses penyusunan Renja Dinas Perkimtan
Tahun 2032 telah melewati tahap-tahap seperti yang telah ditetapkan Permendagri
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan
Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan melibatkan semua
pemangku kepentingan (stakeholder) yang ada, baik secara formal maupun non
formal serta dengan memperhatikan hasil pelaksanaan kinerjanya di tahun 2022
yang menjadi acuan sebagai bahan evaluasi kinerja.

Garis besar proses penhyusunan Renja Dinas Perkimtan adalah : 1) Tahap
persiapan kegiatan penyusunan rancangan Renja Dinas Perkimtan dimulai sebelum
Rancangan Awal RKPD diterima, atau segera setelah RAPBD Tahun 2012 disahkan
menjadi APBD. Langkah-langkah pada kegiatan persiapan mencakup identifikasi
para pemangku kepentingan, pembentukan tim penyusun Renja PD, penyaiapan
kelembagaan forum PD, pengisian formulir, penyusunan rencana kerja tim untuk
penyusunan Renja Dinas Perkimtan. 2) Tahap kegiatan analisis dan pengkajian
dokumen kegiatan analisis dan pengkajian dokumen meliputi kajian terhadap
rancangan awal RKP Nasional dan RKPD Provinsi, review RPJM Nasional dan RPJM
Provinsi, kajian terhadap RPIJM Daerah dan Renstra PD, kajian dan evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan PD, meminta/menerima rancangan awal RKPD
secara resmi dari Bappeda Provinsi Sumatera Barat. 3) Tahap Kegiatan Penyusunan
Rancangan Renja Kegiatan ini dilaksanakan setelah PD menerima secara resmi
dokumen Rancangan Awal RKPD dari Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dijadikan pedoman penyusunan rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) PD kemudian menjadi acuan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi selanjutnya ditetapkan dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
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1.2

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2023

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkimtan berpedoman kepada RKPD
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. RKPD Provinsi Sumatera Barat yang memuat
visi, misi, arah kebijakan teknis dan rencana program setiap bidang kewenangan
atau fungsi tugas pemerintahan utnuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun
oleh Bapeda Provinsi Sumatera Barat dengan berkoordinasi dengan Kemeterian
Dalam Negeri dan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera
Barat Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkimtan Provinsi Sumatera Barat
berpedoman kepada Renstra Dinas Perkimtan yang memuat visi, misi arah
kebijakan teknis dan rencana program setiap bidang kewenangan atau fungsi tugas
pemerintah khususnya pada urusan perumahan, kawasan permukiman dan
pertanahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun oleh perangkat daerah
dan berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkimtan juga memperhatikan
dan menindaklanjuti visi, misi, arah kebijakan teknis dan rencana program dan
kegiatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kemeterian
Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
Penyusunan Renja OPD disusun oleh tim penyusun Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan berpedoman pada dokumen perencanaan
terkait menjadi dokumen perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Dinas

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Dinas

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 19 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) Jo Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 1979.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional
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Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2023

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penangann Pandemi Corona Virus Disesse 2019 (Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
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Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2023

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomo 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2008 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun
2005-2025;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman (lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera barat Nomor 127);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2017 tentang Uraian
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.

Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Nomor 13/SK-Perkimtan/I/2022 tentang
Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023 dan Perubahan
Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Tahun 2022.
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1.3

1.4

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2023

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman

dan Pertanahan tahun 2023 adalah memberikan gambaran mengenai kebijakan,

program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing
program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat untuk satu tahun mendatang

serta sebagai panduan untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun

sebelumnya.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja dinas tahun 2023 adalah :

1. Mensikronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Tahun 2023 dengan
target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam
dokumen RKPD tahun 2023.

2. Menjadi acuan seluruh bidang/unit-unit kerja di Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dalam
melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah
ditetapkan.

3. Menjadi acuan dalam menilai pencapaian kinerja bidang/unit-unit kerja di Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera
Barat yang kemudian akan berakumulasi menjadi pencapaian kinerja Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera
Barat secara keseluruhan.

4. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya
dengan anggaran.

5. Membuat acuan perencanaan yang memuat visi, misi tujuan, strategis,

kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Sistematika Penyusunan
Sistematika penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :
BABI PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
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Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2023

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2021 dan Capaian Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BABV PENUTUP
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Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2023

BAB 11
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun 2021

dan perkiraan capaian tahun 2022, yang mengacu kepada APBD tahun berjalan serta

mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD.

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2021 dan Capaian Renstra OPD

Kinerja program dan kegiatan dievaluasi terhadap aspek fisik maupun keuangan
dengan memperhatikan realisasi fisik maupun keuangannya. Hasil evaluasi rata-rata
persentase pencapaian kinerja pada tahun anggaran 2021 ini adalah Rp
59.410.857.317,32 atau 99,99% untuk fisik sedangkan capaian kinerja keuangan
97,17% dari total anggaran Rp. 61.142.500.731,00. Untuk realisasi program dan

kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan

Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut.

rakyat,

Pencapaian Kinerja Fisik dan Keuangan Tahun 2021

kawasan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan

Realisasi Keuangan
. . Jumlah o
No Program/Kegiatan/Subkegiatan Realisasi Fisik (%)
Anggaran
Rp. %
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 7.648.108.880,00 7.306.667.153,32 95,54 100,00%
DAERAH PROVINSI
11 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 78.574.250,00 69.375.400,00 88,29 100,00%
Perangkat Daerah
1.11 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.494.250,00 16.178.150,00 78,94 100,00%
1.1.2  |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 58.080.000,00 53.197.250,00 91,59 100,00%
1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.172.555.130,00 5.938.829.774,00 96,21 100,00%
1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.818.626.130,00 5.601.804.174,00 96,27 100,00%
1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 329.270.000,00 312.410.000,00 94,88 100,00%
1.2.3  |Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 24.659.000,00 24.615.600,00 99,82 100,00%
13 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 142.025.250,00 119.707.900,00 84,29 100,00%
1.3.1 |Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 52.500.000,00 52.206.000,00 99,44 100,00%
1.3.2 |Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan 40.069.150,00 24.759.500,00 61,79 100,00%
Fungsi
1.3.3  |Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 49.456.100,00 42.742.400,00 86,42 100,00%
14 Administrasi Umum Perangkat Daerah 624.621.030,00 567.305.051,00 90,82 100,00%
1.4.1 |Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 8.856.000,00 8.799.200,00 99,36 100,00%
Kantor
1.4.2  |Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 90.221.680,00 74.298.000,00 82,35 100,00%
1.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 116.123.000,00 110.201.100,00 94,90 100,00%
1.4.4 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 42.011.000,00 41.916.400,00 99,77 100,00%
1.4.5 |Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan 10.980.000,00 10.970.000,00 99,91 100,00%
1.4.6  |Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 356.429.350,00 321.120.351,00 90,09 100,00%
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Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2023

. . Jumlah Realisasi Keuangan Soe{ Al [

No Program/Kegiatan/Subkegiatan e Ro. % R i Fisik (%)
1.5.1 |Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 31.574.620,00 31.421.315,00 99,51 100,00%

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 250.297.850,00 245.941.542,32 98,26 100,00%
1.6.1 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.700.000,00 2.700.000,00 47,37 100,00%
1.6.2  |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 244.597.850,00 243.241.542,32 99,45 100,00%

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 348.460.750,00 334.086.171,00 95,87 100,00%

Pemerintah Daerah
1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 309.310.750,00 295.217.671,00 95,44 100,00%
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.7.2 |Pemeliharaan Peralatan dan 39.150.000,00 38.868.500,00 99,28 100,00%
Mesin Lainnya
2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 516.928.116,00 436.862.450,00 84,51 100,00%
21 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban 515.046.210,00 434.980.550,00 84,45 100,00%
Bencana atau Relokasi Program Provinsi
2.1.1 |ldentifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena 515.046.210,00 434.980.550,00 84,45 100,00%
Relokasi Program Provinsi
2.2 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi 1.881.906,00 1.881.900,00 100,00 100,00%
Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
2.2.2 |Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah 1.881.906,00 1.881.900,00 100,00 100,00%
kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
3 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 259.072.600,00 188.916.955,00 72,92 100,00%
3.1 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 259.072.600,00 188.916.955,00 72,92 100,00%
(Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
3.1.1 |Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan 259.072.600,00 188.916.955,00 72,92 100,00%
Perumahan dan Kawasan Permukiman
4 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN 52.218.810.433,00 51.150.165.765,00 97,95
UTILITAS UMUM (PSU)

4.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman 52.218.810.433,00 51.150.165.765,00 97,95 99,90%
4.1.1  |Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman 2.819.097.177,00 2.783.795.995,00 98,75 100,00%
4.1.2 |Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di 49.255.310.226,00 48.258.875.672,00 97,98 99,69%

Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
4.1.3 |Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan 144.403.030,00 107.494.098,00 74,44 100,00%
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
5 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI 32.220.625,00 19.170.500,00 59,50 100,00%
5.1 Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 32.220.625,00 19.170.500,00 59,50 100,00%
1 (satu) Daerah Provinsi
5.1.1 |Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam rangka 32.220.625,00 19.170.500,00 59,50 100,00%
Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan
Provinsi
6 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN 173.924.936,00 81.024.150,00 46,59 100,00%
UMUM
6.1 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan 173.924.936,00 81.024.150,00 46,59 100,00%
Umum di Wilayah Provinsi
6.1.1 |Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik 173.924.936,00 81.024.150,00 46,59 100,00%
Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan
Tanah untuk Kepentingan Umum
7 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 68.846.974,00 56.990.397,00 82,78 100,00%
7.1 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah 68.846.974,00 56.990.397,00 82,78 100,00%
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
7.1.1 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 39.222.700,00 32.674.900,00 83,31 100,00%
1 (satu) Daerah Provinsi
7.1.2 |Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) 29.624.274,00 24.315.497,00 82,08 100,00%
Daerah Provinsi
8 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN 73.260.723,00 51.377.997,00 70,13 100,00%
SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
8.1 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah 73.260.723,00 51.377.997,00 70,13 100,00%
Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
8.1.1 [Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti 73.260.723,00 51.377.997,00 70,13 100,00%
Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi
9 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN 46.767.100,00 40.243.600,00 86,05 100,00%
TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
9.1 Penetapan Subjek dan Objek Reditribusi Tanah Lintas 23.379.150,00 20.159.100,00 86,23 100,00%
Daerah Kaupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
9.1.1 |Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah 23.379.150,00 20.159.100,00 86,23 100,00%
9.2 Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksium dan 23.387.950,00 20.084.500,00 85,88 100,00%
Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
(satu) Daerah Provinsi
9.2.1 |Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee 23.387.950,00 20.084.500,00 85,88 100,00%
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
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. i Jumlah Realisasi Keuangan e
No Program/Kegiatan/Subkegiatan AR Rp. % R Fisik (%)
10.1 Penetapan Tanah Ulayat Yang Lokasinya Lintas Daerah 20.093.544,00 16.395.000,00 81,59 100,00%
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
10.1.1 |Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah 20.093.544,00 16.395.000,00 81,59 100,00%
Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi
11 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG 53.747.000,00 37.145.700,00 69,11 100,00%
11.1 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong 23.189.600,00 15.822.700,00 68,23 100,00%
11.1.1 |Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di 23.189.600,00 15.822.700,00 68,23 100,00%
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
11.2 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong 30.557.400,00 21.323.000,00 69,78 100,00%
11.2.1 |Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong 30.557.400,00 21.323.000,00 69,78 100,00%
12 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 30.719.800,00 25.897.650,00 84,30 100,00%
12.1 Perencanaan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya 30.719.800,00 25.897.650,00 84,30 100,00%
Lintas Daerah Kabupate/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi
12.1.1 |Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 30.719.800,00 25.897.650,00 84,30 100,00%
JUMLAH 61.142.500.731,00 59.410.857.317,32 97,17 99,99%

Realisasi belanja langsung yang terdiri dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam

mencapai sasarannya dapat diuraikan berikut ini :

1)  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 7.615.534.260,00 dan realisasi sampai Desember
2021 sebesar Rp. 7.275.245.838,32 atau sebesar 95,52% dengan realisasi
fisik sebesar 100% dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 78.574.250,00 terealisasi
sampai Desember 2021 sebesar Rp. 69.375.400,00 atau 88,29%
dengan realisasi fisik 100%. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub
kegiatan yaitu :

e Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
e Evaluasi kinerja daerah.

b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 6.172.555.130,00 terealisasi sampai Desember
2021 sebesar Rp. 5.938.829.774,00 atau 96,21% dengan realisasi fisik
100%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan yaitu :

e Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
e Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
e Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD.

c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 142.025.250,00 terealisasi sampai Desember
2021 sebesar Rp. 119.707.900,00 atau 84,29% dengan realisasi fisik

100%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
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2)

d)
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e Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

e Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsinya

e Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 624.621.030,00 terealisasi sampai Desember

2021 sebesar Rp. 567.305.051,00 atau 90,82% dengan realisasi fisik

100%, berupa sub kegiatan sebagai berikut :

e Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan
Kantor.

e Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

¢ Penyediaan Bahan Logistik Kantor

¢ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

e Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi SKPD

e Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.297.850,00 terealisasi

sampai Desember 2021 sebesar Rp. 245.941.542,32 atau 98,26%

dengan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini meliputi sub kegiatan yaitu :

e Penyediaan Jasa Surat Menyurat

¢ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

348.460.750,00 terealisasi sampai Desember 2021 sebesar Rp.

334.086.171,00 atau 95,87% dengan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini

terdiri dari sub kegiatan yaitu :

e Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

¢ Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Program Pengembangan Perumahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

516.928.116,00 terealisasi sampai Desember 2021 sebesar Rp.
436.862.450,00 atau 84,51% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan
kegiatan sebagai berikut :
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3)

4)

a)

b)
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Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2023

Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban
Bencana atau relokasi Program Provinsi dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 515.046.210,00 terealisasi sampai Desember 2021 sebesar
Rp. 434.980.550,00 atau 84,45% dan realisasi fisik sebesar 100%.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan sub kegiatan Identifikasi Perumahan
di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi.

Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan rehabilitasi Rumah
Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 1.881.906,00 terealisasi sampai Desember 2021
sebesar Rp. 1.881.900,00 atau 100% dan realisasi fisik sebesar 100%
berupa sub kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan
Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap

Bencana.

Program Kawasan Permukiman dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

259.072.600,00 dengan realisasi sampai Desember 2021 sebesar Rp.
188.916.955,00 atau 72,92% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan
kegiatan sebagai berikut :

a)

Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10
(sepuluh) hektar sampai dengan di bawah 15 (lima belas) hektar
terealisasi sampai Desember 2021 sebesar Rp. 259.072.600,00 atau
72,92% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan sub kegiatan
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan

Kawasan Permukiman.

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 52.218.810.433,00 dengan realisasi sampai
desember 2021 sebesar Rp. 51.150.165.765,00 atau 97,95% dan realisasi

fisik sebesar 99,90% dengan kegiatan sebagai berikut :

a)

Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 52.218.810.433,00 terealisasi sampai Desember
2021 sebesar Rp. 51.218.810.433,00 atau 97,95% dan realisasi fisik
sebesar 100% yang terdiri dari sub kegiatan berikut :

e Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
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e Penyediaan Prasaran, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman
untuk Menunjang Fungsi Permukiman
e Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana,

Sarana dan Utilitas Umum Permukiman

5) Program Pengelolaan Izin Lokasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
32.220.625,00 teralisasi sampai Desember 2021 sebesar Rp. 19.170.500,00
atau 59,50% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai
berikut :

a) Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.220.625,00
terealisasi sampai Desember 2021 sebesar Rp. 19.170.500,00 atau
59,50% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan sub kegiatan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka

Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi.

6) Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dengan alokasi
anggaran Rp. 173.924.936,00 teralisasi sampai Desember 2021 sebesar

Rp. 81.024.150,00 atau 46,59% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan

kegiatan sebagai berikut :

a) Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di
Wilayah Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 173.924.936,00
terealisasi sampai Desember 2021 sebesar Rp. 81.024.150,00 atau
46,59% dan realisasi fisik sebesar 100% terlaksananya dengan sub
kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik
Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk

Kepentingan Umum.

7)  Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan alokasi anggaran
Rp. 68.846.974,00 teralisasi sampai Desember 2021 sebesar Rp.
56.990.397,00 atau 82,78% dan realisasi fisik sebesar 100%. Pelaksanaan
kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

a) Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

68.846.974,00 terealisasi sampai Desember 2021 sebesar Rp.
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56.990.387,00 atau 82,78% dan realisasi fisik sebesar 100%

dilaksanakan dengan sub kegiatan antara lain adalah :

e Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1
(satu) Daerah Provinsi.

e Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu)

Daerah Provinsi

8) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk
Pembangunan dengan alokasi anggaran Rp. 73.260.723,00 teralisasi
sampai Desember 2021 sebesar Rp. 51.377.997,00 atau 70,13% dan
realisasi fisik sebesar 100%. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui
kegiatan sebagai berikut :

a) Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk
Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan alokasi
anggaran Rp. 73.260.723,00 terealisasi sampai Desember 2021
sebesar Rp. 51.377.997,00 atau 70,13% dan realisasi fisik sebesar
100% serta pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan sub
kegiatan yaitu :

e Koordinasi dan Singkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian
dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah

Provinsi.

9) Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan
Maksimum dan Tanah Absentee dengan alokasi anggaran Rp.
46.767.100,00 terealisasi sampai Desember 2021 sebesar Rp.
40.243.600,00 atau 86,05% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan
kegiatan sebagai berikut :

a) Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan anggaran Rp.
23.379.150,00 terealisasi sampai Desember 2021 adalah Rp.
20.159.100,00 atau 86,23% serta realisasi fisik pelaksanaan kegiatan
100% dengan sub kegiatan adalah Inventarisasi Subjek dan Objek
Redistribusi Tanah

b) Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah

Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
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Provinsi dengan alokasi anggaran Rp. 23.387.950,00 terealisasi sampai
Desember 2021 adalah Rp. 20.084.500,00 atau 85,88% dan realisasi
fisik 100% dengan sub kegiatan adalah Inventarisasi Tanah Kelebihan
Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota

10) Program Penetapan Tanah Ulayat dengan alokasi anggaran Rp.
20.093.544,00 terealisasi sampai Desember 2021 sebesar Rp.
16.395.000,00 atau 81,59% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan
kegiatan sebagai berikut :

a) Penetapan Tanah Ulayat Yang Lokasinya Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan alokasi
anggaran Rp. 20.093.544,00 teralisasi sampai Desember 2021 adalah
Rp. 16.395.000,00 atau 81,59% dan realisasi fisik 100% dengan sub
kegiatan adalah Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan
Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi.

11) Program Pengelolaan Tanah Kosong dengan alokasi anggaran Rp.
53.747.000,00 terealisasi sampai Desember 2021 sebesar Rp.
37.145.700,00 atau 69,11% dan realisasi fisik 100% yang dilaksanakan
dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

a) Penyelesaian Masalah Tanah Kosong dengan jumlah anggaran Rp.
23.189.600,00 terealisasi sampai Desember 2021 sebesar Rp.
15.822.700,00 atau 68,23% dan realisasi fisik 100% yang dilaksanakan
dengan rincian sub kegiatan adalah Koordinasi dan Sinkronisasi
Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

b) Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong dengan jumlah
anggaran Rp. 30.557.400,00 terealisasi sampai Desember 2021
sebesar Rp. 21.323.000,00 atau 69,78% dan realisasi fisik 100% yang
dilaksanakan dengan rincian sub kegiatan adalah Pelaksanaan

Inventarisasi Tanah Kosong.

12) Program Penatagunaan Tanah dengan alokasi anggaran Rp. 30.719.800,00
terealisasi sampai Desember 2021 sebesar Rp. 25.897.650,00 atau 84,30%
dan realisasi fisik 100%. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan :

a) Perencanaan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Lintas Daerah

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan jumlah
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anggaran Rp. 30.719.800,00 terealisasi sampai Desember 2021 sebesar
Rp. 25.897.650,00 atau 84,30% dan realisasi fisik 100% yang
dilaksanakan dengan rincian sub kegiatan adalah Koordinasi dan

Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
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Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Tahun Berjalan

Bab

II Evaluasi Pelaksanaan

Realisasi I - Perkiraan Realisasi
Target Target dan Realisasi Kinerja Capaian Target Renstra
Target Kinerja Pogram dan Kegiatan Tahun 2021| Target s/d tahun 2022
Kinerja Hasil Program
. Urusan/Program/Kegiatan/S . . R _ Capaian Program Target Realisasi | Tingkat dan o Tingkat
Kode Rekening ub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program dan Renja Renja Realisasi | Kegiatan Real|§aS| Capgaian
(Renstra) Keluaran |Perangkat| Perangkat (%) Tahun Capaian Realisasi
tahun 2023 | Kegiatan Daerah Daerah 2022 | Programdan Target
Tahun 2021- Tahun Tahun Kegiatan s/d Renstra
2026 2021 2021 Tahun 2022 | o
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = 5-(7+9) | 11=(10/5)
1.04 Urusan Perumahan Rakyat dan Ka Permukiman
NON URUSAN
01.04.01 Program Penunjang Urusan |Persentase ketercapaian Persentase 100 600 100 100 100% 100 400 67%
Pemerintahan Daerah penunjang urusan
pemerintahan daerah
provinsi
01.04.01.1.01 Perencanaan Penganggaran |Persentase sinkronisasi Persentase 85 510 12 12 100% 12 486 95%
dan Evalasi Kinerja perencanaan dan
Perangkat Daerah pelaksanaan kinerja
perangkat daerah
01 |Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen Renstra dan dokumen 4 24 4 4 100% 4 16 67%
Perencanaan Perangkat Daerah |renja yang disusun
02 |Koordinasi dan Penyusunan jumlah dokumen RKA SKPD yang | dokumen 1 6 1 1 100% 1 4 67%
Dokumen RKA-SKPD disusun
'03 |Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen perubahan RKA-| dokumen 2 12 2 2 100% 2 8 67%
Dokumen Perubahan RKA-SKPD |SKPD yang disusun
04 |Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen DPA SKPD yang | dokumen 1 6 1 1 100% 1 4 67%
Dokumen DPA-SKPD disusun
05 |Koordinasi dan Penyusunan jumlah dokumen perubahan DPA dokumen 2 12 2 2 100% 2 8 67%
Perubahan DPA-SKPD SKPD yang disusun
06 [Koordinasi dan Penyusunan jumlah dokumen evaluasi yang dokumen 3 18 3 3 100% 3 12 67%
Laporan Capaian Kinerja dan disusun
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
'07 |Evaluasi Kinerja Perangkat jumlah dokumen evaluasi kinerja dokumen 4 24 4 4 100% 4 16 67%
Daerah triwulan
01.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Persentase Tertib Persentase 100 600 100 100 100% 100 400 67%
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan
01 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan |Jumlah ASN dan calon ASN yang orang 58 348 58 58 100% 58 232 67%
ASN dibayarkan gai dan tunjangannya
02 |Penyedian Admnistrssi Jumlah ASN yang mendapat orang 28 168 7 7 100% 7 154 92%
Pelaksanaan Tugas ASN honor
03 |Koordinasi dan Pelaksanaan jumlah dokumen akuntansi SKPD laporan 10 60 10 10 100% 10 40 67%
Akuntansi SKPD yang disusun
01.04.01.1.03 Administrasi Barang milik Tertib administrasi barang bulan 12 72 12 12 100% 12 48 67%
daerah pada perrangkat milik daerah
daerah
'01 |Pembinaan Pengawasan dan Jumlah dokumen hasil dokumen 1 6 1 1 100% 1 4 67%
Pengendalian Barang Milik daerah|pemantauan dan penertiban
pada SKPD 1T 1
1IdrJ
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Bab II Evaluasi Pelaksanaan

Rearisasi Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi
Target Target Target | Realisasi | Tingkat | Target ]
Kinerja K:::s?la PeRean( . Re"i?( . Re(aoﬁs)asi Program | Realisasi ;:I':Lgali(::
i i rangka erangka o i
Kode Rekening Urusan/ Zl:gklzglz;ﬁ:glatan/ s Indikator Kinerja Program/Kegiatan s:of:::l Program Daerg\h Daergah Ke:iaa'::an Pr:gal!:a::an Realisasi
(Renstra) | :;Ian Tahun Tahun Tahun | Kegiatan s/d ;arg:t
tahun 2023 |  cuaran | 2021 2021 2022 | Tahun2022 | ceend
Kegiatan (%)
Tahun 2021
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = 5-(7+9) | 11=(10/5)
03 |Pendidikan dan Pelatihan Jumlah aparatur yang mengikuti orang 7 42 7 7 100% 7 28 67%
Pegawai Berdasarkan Tugas dan |diklat
Fungsi
04 [Bimbingan Teknis Implementasi |jumlah bintek yang dilaksanakan kali 6 36 6 6 100% 6 24 67%
Peraturan Perundang-Undangan
01.04.01.1.05 Administrasi Umum persentase 100 600 100 100 100% 100 400 67%
Perangkat Daerah
01 [Penyediaan Komponen Instalasi |[Jumlah Komponen Instalasi buah 166 996 166 166 100% 166 664 67%
Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
02 |Penyediaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan unit 28 168 28 28 100% 28 112 67%
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
03 [Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Bahan Logistik Kantor jenis 43 258 43 43 100% 43 172 67%
Kantor yang disediakan
04 |Penyediaan Barang Cetakan dan [Jumlah Barang Cetakan dan jenis 12 72 12 12 100% 12 48 67%
Penggandaan Penggandaan yang disediakan
05 |Penyediaan Bahan Bacaan dan |Jumlah Bahan Bacaan dan eksempler 96 576 96 96 100% 96 384 67%
PeraturanPerundang-undangan  |Peraturan Perundang-undangan
yang disediakan
06 |Penyelenggaraan Rapat Jumlah laporan hasil koordinasi dokumen 1 6 1 1 100% 1 4 67%
Koordinasi dan Konsultasi SKPD |dan konsultasi
01.04.01.1.06 Pengadaan Barang Milik Tertib pengadaan barang|Persentase 100 600 100 100 100% 100 400 67%
Daerah Penunjang Urusan |milik daerah
Pemerintah Daerah
01 Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan perorangan unit 0 0 0 0 0 0 0 0
Operasional atau Lapangan dinas atau Kendaraan dinas
jabatan baru
'02 [Pengadaan mebel jumlah mebel unit 0 0 0 0 0% 0 0 0%
01.04.01.1.07 Penyediaan Jasa Penunjang |Tertib penyediaan jasa Persentase 100 600 100 100 100% 100 400 67%
Urusan Pemerintah Daerah |penungjang urusan
pemerintah daerah
'01 [Penyediaan Jasa Surat Menyurat |Jumlah surat-surat masuk dan surat 200 1200 200 200 100% 200 800 67%
surat-surat keluar dalam 1 tahun
02 |Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Tenaga Pelayanan umum orang 11 66 11 11 100% 11 44 67%
Umum Kantor kantor yang tersedia
Hal 5




Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2023

Bab II Evaluasi Pelaksanaan

Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Target Perkiraan Reali
Kinerja Target Target Realisasi | Tingkat | Program Realisasi Tingkat
. Urusan/Program/Kegiatan/S " N . Capaian Kinerja Renja Renja Realisasi dan Capaian Capaian
Kode Rekening ub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program Hasil Peran; at Peran; kat | (%) | Kegiatan | Program dan | Realisasi
(Renstra) Program Daerah Daerah Tahun Kegiatan s/d Target
tahun 2023 dan Tahun Tahun 2022 Tahun 2022 Renstra
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = 5-(749) | 11=(10/5)
02 [Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Pemeliharaan Peralatan unit 55 330 55 55 100% 55 220 67%
Mesin Lainnya dan Mesin Lainnya
01.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN |Tersedianya Rumah Layak Persentase 20 120 20 20 100% 20 80 67%
PERUMAHAN Huni Bagi Masyarakat Korban
Bencana Atau Akibat Relokasi
Program
01.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan |Persentase Data Penyediaan |Persentase 20 120 20 20 100% 20 80 67%
Rehabilitasi Rumah Korban |dan Rehabilitasi Rumah
Bencana atau Relokasi Korban Bencana atau
Program Provinsi Relokasi Program Provinsi
"1 [Identifikasi Perumahan di Lokasi |Tersedianya data di Lokasi Rawan| dokumen 1 6 1 1 100% 1 4 67%
Rawan Bencana atau Terkena Bencana atau Terkena Relokasi
Relokasi Program Provinsi Program Provinsi
'02 |Identifikasi Lahan-lahan Potensial | Tersedianya data Lahan-lahan dokumen 1 6 1 1 100% 1 4 67%
sebagai Lokasi Relokasi Potensial sebagai Lokasi Relokasi
Perumahan Perumahan
03 [Pendataan Rumah Sewa Milik Tersedianya data Rumah Sewa dokumen 1 6 1 1 100% 1 4 67%
Masyarakat, Rumah Susun dan  |Milik Masyarakat, Rumah Susun
Rumah Khusus dan Rumah Khusus
01.04.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Terlaksananya Sosialisasi dan | Persentase 20 120 20 20 100% 20 80 67%
Penyediaan dan Rehabilitasi |Persiapan Penyediaan dan
Rumah Korban Bencana Rehabilitasi Rumah Korban
atau Relokasi Program Bencana atau Relokasi
Provinsi Program Provinsi
01 |Sosialisasi Standar Teknis Terlaksananya Sosialisasi Standar orang 50 300 50 50 100% 50 200 67%
Penyediaan dan Rehabilitasi Teknis Penyediaan dan
Rumah kepada Rehabilitasi Rumah kepada
Masyarakat/Sukarelawan Masyarakat/Sukarelawan Tanggap
Tanggap Bencana Bencana
02 [Sosialisasi tentang Mekanisme | Terlaksananya Sosialisasi tentang orang 50 300 50 50 100% 50 200 67%
Penggantian Hak Atas Tanah dan [Mekanisme Penggantian Hak Atas
Bangunan Tanah dan Bangunan kepada
Aparatur Pemerintah dan
Masyarakat
03 [Sosialisasi Pengembangan Terlaksananya Sosialisasi orang 50 300 50 50 100% 50 200 67%
Perumahan Baru dan Mekanisme [Pengembangan Perumahan Baru
Akses Perumahan KPR-FLPP dan Mekanisme Akses Perumahan
KPR-FLPP kepada Pemerintah dan
Asosiasi/Badan Usaha/Lembaga
terkait Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman
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K'_‘"g'f‘ “T ¢ Target dan Realisasi Kinerja P""s‘“ Perkiraan Realisasi
Urusan/Program/Kegiatan/S C Il'leE'Ja K'arg% Target Realisasi | Tingkat r:lgram C i (I:mw'mL
Kode Rekening gran 9 Indikator Kinerja Program/Kegiatan apaian inerja Renja Renja Realisasi an apaian apaian
ub Kegiatan Program Hasil Kegiatan | Program dan | Realisasi
(Renstra) Program Perangkat | Perangkat (%) Tahun Kegiatan s/d Target
Fnbasie INDD A Daerah Daerah o Talo o ] Toabim 20D D ey
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = 5-(7+9) | 11=(10/5)
01.04.03 Program Kawasan Persentase Kawasan Persentase 8 48 8 8 100% 8 32 67%
Permukiman Permukiman Kumuh Yang
Ditangani
01.04.03.1.01 Penataan Kawasan Tertatanya Kawasan laporan 1 6 1 1 100% 1 4 67%
Permukiman Kumuh dengan |Permukiman Kumuh
Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai |[Kewenangan Provinsi
dengan di Bawah 15 (Lima
Belas) Ha
01 [Pembinaan Kelompok Swadaya [Jumlah Kelompok Masyarakat kelompok 6 36 6 6 100% 6 24 67%
Masyarakat di Permukiman Yang Dibina
Kumuh
02 Penyadaran Publik Pencegahan [Jumlah Pelaksanaan Kegiatan kali 6 36 6 6 100% 6 24 67%
Tumbuh dan Berkembangnya Penyadaran Publik
Permukiman Kumuh
'03 [Penyusunan/Review/Legalisasi | Tersusunnya kebijakan dan dokumen 2 12 2 2 100% 2 8 67%
Kebijakan Bidang PKP legislasi untuk bidang perumahan
04 |Koordinasi dan Sinkronisasi Laporan hasil Koordinasi dan kab/kota 19 114 19 19 100% 19 76 67%
Penyelenggaraan Urusan Sinkronisasi Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Urusan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Permukiman yang terlaksana
01.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Meningkatnya Kualitas hektar 180 1080 180 180 100% 180 720 67%
Kawasan Permukiman Lingkungan Kawasan
Kumuh dengan Luas 10 Permukiman
(Sepuluh) Ha sampai dengan
di Bawah 15 (limabelas) Ha
01 . Dokumen Site Plan dan DED dokumen 2 12 2 2 100% 2 8 67%
Penyusunan Site Plan dan/atau
Detail Engineering Design (DED)
bagi Rumah Korban Bencana
atau Relokasi Program Provinsi
T " "
02 Koordinasi dan Sinkronisasi Lgporan_ Ko_ordlna5| dar_1 laporan 1 6 1 1 100% 1 4 67%
) Sinkronisasi Pengendalian
Pengendalian Penyelenggaraan . .
i . |Pemugaran/Peremajaan/Pemukim
Pemugaran/Peremajaan/Permuki . :
] - an Kembali Permukiman Kumuh
man Kembali Permukiman dan Rumah Tidak Layak Huni
Kumuh dan Rumah Tidak Layak Y
Huni Untuk Pencegahan terhadap
Tumbuh dan Berkembangnya
Permukiman Kumuh dengan Luas
10 (sepuluh) Ha sampai dengan
di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
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Target Reali: Target dan Realisasi Kinerja Target Perkiraan Reali
N - Target Target Realisasi Tingkat Banls Tingkat
N Klne!ja Kinerja Renja Renja Realisasi Pr:gram N Capai
Kode Rekening Urusan/ProgralP/Keglatan/S Indikator Kinerja Program/Kegiatan Capaian Hasil Perangkat | Perangkat (%) an Capaian Realisasi
ub Kegiatan Program Kegiatan | Program dan
Program Daerah Daerah o Target
(Renstra) Tahun Kegiatan s/d
tahun 2023 dan Tahun Tahun 2022 | Tahun2022 | Renstra
Keluaran 2021 2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = 5-(7+9) 11=(10/5)
01.04.04 PROGRAM PENINGKATAN Permukiman Yang Persentase 20 120 20 20 100% 20 80 67%
PRASARANA, SARANA DAN Ditingkatkan Prasarana,
UTILITAS UMUM (PSU) Sarana dan Utilitas (PSU)
01.04.04.1.01 Urusan Penyelenggaraan Meningkatnya Kualitas Persentase 8,71 52,26 8,71 8,71 100% 8,71 34,84 67%
PSU Permukiman Lingkungan Kawasan
Permukiman
1 [Perencanaan Penyediaan PSU Dokumen Perencanaan / DED dokumen 57 342 57 57 100% 57 228 67%
Permukiman PSU Permukiman
02 |Penyediaan Prasarana, Sarana, Pembangunan dan Peningkatan paket 250 1500 250 250 100% 250 1000 67%
dan Utilitas Umum di PSU Permukiman
Permukiman untuk Menunjang
Fungsi Permukiman
03 |Koordinasi dan Sinkronisasi Laporan Koordinasi dan laporan 1 6 1 1 100% 1 4 67%
dalam rangka Penyediaan Sinkronisasi dalam Rangka
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Penyediaan PSU permukiman
Umum Permukiman
02.01 Urusan Pemerintahan
Bidang Pertanahan
02.10.03 PROGRAM PENGADAAN Persentase Luas Penetapan Persentase 85 510 85 85 100% 85 340 67%
TANAH UNTUK Lokasi Pembangunan Yang
KEPENTINGAN UMUM Dapat Dilanjutkan ke tahap
Pelaksanaan
02.10.03.1.01 Penetapan Lokasi Terlaksananya Penatapan laporan 1 6 1 1 100% 1 4 67%
Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Pengadaan Tanah
Kepentingan Umum di Untuk Kepentingan Umum di
Wilayah Provinsi Wilayah Provinsi
01 [Pemberitahuan, Pendataan Awal |Laporan hasil kegiatan laporan 1 6 1 1 100% 1 4 67%
Lokasi, Konsultasi Publik Rencana|Pemberitahuan, Pendataan Awal
Pembangunan dan Penetapan Lokasi, Konsultasi Publik Rencana
Lokasi Pengadaan Tanah untuk |Pembangunan dan Penetapan
Kepentingan Umum Lokasi Pengadaan Tanah untuk
Kepentingan Umum yang
terlaksana
02.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN Persentase sengketa tanah Persentase 70 420 70 70 100% 1 349 83%
SENGKETA TANAH GARAPAN |garapan yang telah difasilitasi
dapat dimanfaatkan secara
optimal
02.10.04.1.01 Penyel Sengket: Meningkatkan Kualitas laporan 1 6 1 1 100% 1 4 67%
Tanah Garapan Lintas Penggunaan dan
Daerah Kabupaten/Kota Pemanfaatan Tanah Garapan
dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi
01 [Inventarisasi Sengketa, Konflik, |Laporan hasil Inventarisasi laporan 1 6 1 1 100% 1 4 67%
dan Perkara Pertanahan dalam 1 |Sengketa, Konflik, dan Perkara
(satu) Daerah Provinsi Pertanahan dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi yang terlaksana
02 [Mediasi Penyelesaian Sengketa Laporan hasil Mediasi laporan 1 6 1 1 100% 1 4 67%
Tanah Garapan dalam 1 (satu) Penyelesaian Sengketa Tanah
Daerah Provinsi Garapan dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi yang terlaksana
Hal 8
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Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Target Perkiraan Realisasi
Kineri Target Target Realisasi | Tingkat .. Tingkat
inerja L2 A - .. | Program Realisasi )
Urusan/Program/Kegiatan/S Capaian Kinerja Renja Renja Realisasi dan Capaian Capaian
Kode Rekening . Indikator Kinerja Program/Kegiatan Hasil Perangkat | Perangkat (%) . Realisasi
ub Kegiatan Program Kegiatan | Program dan
Program Daerah Daerah . Target
(Renstra) Tahun Kegiatan s/d
tahun 2023 dan Tahun Tahun 2022 | Tahun2022 | Renstra
Keluaran 2021 2021 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = 5-(7+9) | 11=(10/5)
01 [Koordinasi dan Sinkronisasi Laporan hasil Koordinasi dan laporan 1 6 1 1 100% 1 4 67%
Penyelesaian Masalah Ganti Sinkronisasi Penyelesaian Masalah
Kerugian dan Santunan Tanah  |Ganti Kerugian dan Santunan
untuk Pembangunan oleh Tanah untuk Pembangunan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi Pemerintah Daerah Provinsi yang
terlaksana
02.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI Persentase luas penetapan Persentase 70 420 70 70 100% 1 349 83%
TANAH DAN GANTI redistribusi tanah, ganti
KERUGIAN TANAH kerugian tanah kelebihan
KELEBIHAN MAKSIMUM DAN [maksimum dan tanah
TANAH ABSENTEE absentee yang dapat
ditindaklanjuti
02.10.06.1.01 Penetapan Subjek dan Objek|Terlaksananya Penetapan laporan 1 6 1 1 100% 1 4 67%
Reditribusi Tanah Lintas Subyek dan Obyek
Daerah Kaupaten/Kota Redistribusi Tanah Lintas
dalam 1 (satu) Daerah Daerah Kabupaten/Kota
Provinsi dalam 1 (Satu) Daerah
Provinsi
01 [Inventarisasi Subjek dan Objek |Laporan hasil Inventarisasi Subjek laporan 1 6 1 1 100% 1 4 67%
Redistribusi Tanah dan Objek Redistribusi Tanah
02.10.07 PROGRAM PENETAPAN Persentase Luas Penetapan |Persentase 80 480 80 80 100% 80 320 67%
TANAH ULAYAT Tanah Ulayat yang
dipetakan/didaftarkan dalam
buku tanah
02.10.07.1.01 Penetapan Tanah Ulayat Terlaksananya Penetapan laporan 1 6 1 1 100% 1 4 67%
Yang Lokasinya Lintas Tanah Ulayat yang Lokasinya
Daerah Kabupaten/Kota Lintas Daerah
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
Provinsi (Satu) Daerah Provinsi
01 |Koordinasi dan Sinkronisasi Laporan hasil Koordinasi dan laporan 1 6 1 1 100% 1 4 67%
Survei dan Pemetaan Batas Sinkronisasi Survei dan Pemetaan
Tanah Ulayat Lintas Daerah Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) |Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi Daerah Provinsi yang
dilaksanakan
Hal 9
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Untuk pencapaian target indikator kinerja terhadap masing-masing sasaran pada

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera

Barat diatas didukung oleh beberapa program terkait. Setiap program terdiri dari

beberapa kegiatan yang mendukungnya. Terdapat hubungan yang tidak terpisahkan

antara sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan-kegiatan.

Evaluasi kinerja merupakan analisa terhadap keberhasilan atau kegagalan

pencapaian kinerja terhadap target indikator yang telah ditetapkan sebelumnya

pada Penetapan Kinerja.

Adapun sasaran Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI %
STRATEGIS KINERJA KINERJA CAPAIAN
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya Nilai Evaluasi B B 100%
Tata Kelola Akuntabilitas
Organisasi Kinerja
2 Meningkatnya Jumlah Kawasan 2 lokasi 3 lokasi 150%
Kualitas Kawasan Permukiman Yang
Permukiman Memiliki PSU Yang
Baik
3 Meningkatnya Tingkat 1% 1,57 % 157%
Kualitas Ketersediaan
Perumahan Rumah Layak
4 Meningkatnya Persentase 85 % 85 % 100%
Fasilitasi Fasilitasi
Penatagunaan Penatagunaan
Tanah Pertanahan Yang
Ditangani
Sasaran Pertama adalah Meningkatnya Tata Kelola Organisasi
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Hal 5
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Indikator Kinerja : Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan target B untuk tahun 2021. Nilai Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja ini pengukurannya diambil dari penilaian yang dilakukan oleh tim
terhadap laporan kinerja dinas tahun 2021 dengan nilai B atau capaian sebesar 100%.
Diharapkan tahun 2022 target nilai B tetap dapat dicapai dengan telah dilakukan
perbaikan cascading dan perbaikan terhadap sistem akuntabilitas sehingga realisasi

kinerja dapat dimaksimalkan.

Sasaran Kedua adalah Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman

Sasaran strategis meningkatnya kualitas perumahan memiliki indikator kinerja Jumlah

Kawasan Permukiman yang memiliki PSU yang baik dengan target yang telah ditentukan

yaitu 2 (dua) lokasi. Realisasi dari sasaran strategis ini dapat disimpulkan bahwa capaian

indikator kinerja dengan target 2 lokasi pada tahun 2021 dapat dicapai 150% atau
melebihi target dengan capaian 3 lokasi. Peningkatan kualitas kawasan permukiman
merupakan sasaran yang bertujuan untuk mengurangi kawasan kumuh permukiman.

Kawasan kumuh permukiman yang ditangani merupakan kewenangan provinsi dengan

luasan 10-15 hektar. Target penanganan kawasan kumuh masih banyak yang belum di

tangani melihat dari total luas kawasan kumuh di provinsi adalah 1254,94 hektar.

Beberapa kegiatan yang mendukung penanganan kawasan kumuh di dua lokasi yang

dilaksanakan tahun 2021 adalah :

1.  Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Nagari Sasak
Kabupaten Pasaman Barat dengan pekerjaan pembangunan PSU Jalan Lingkung
dengan panjang 275 meter.

2. Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Nagari Kajai
Kabupaten Pasaman Barat dengan pekerjaan pembangunan jalan lingkung dan
drainase

3.  Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Nagari Sandi
Ulakan Kabupaten Padang Pariaman dengan pekerjaan pembangunan jalan lingkung

4.  Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Nagari
Kampung Tarandam Kabupaten Solok Selatan dengan pekerjaan pembangunan
Jalan Lingkung dan Pembangunan MCK

5.  Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Permukiman Kumuh di Kawasan Sontang
Cubadak Kabupaten Pasaman berupa pembangunan drainase merupakan lanjutan

kegiatan pembangunan kawasan kumuh yang tidak dapat diselesaikan pada Tahun
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2019. Untuk Tahun 2021 pembangunan PSU diselesaikan berupa pekerjaan

drainase permukiman.

Sasaran Ketiga adalah Meningkatnya Kualitas Perumahan

Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Perumahan dengan indikator kinerja mengurangi
backlog rumah dengan target 1% penambahan kebutuhan dan ketersediaan rumah dapat
dicapai tahun 2021. Tingkat ketersediaan rumah layak dihitung dengan membandingkan
jumlah pembangunan rumah yang dilakukan dengan jumlah kebutuhan rumah yang
seharusnya dipenuhi untuk masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Kebutuhan rumah
ideal yang harus dipenuhi diperoleh dari data backlog rumah. Backlog rumah adalah
indikator untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah dari segi sisi kepenghunian dan
kepemilikan. Backlog Kepemilikan dihitung berdasarkan angka home ownership
rate/persentase rumah tangga (ruta) yang menempati rumah milik sendiri. Capaian
kinerja dari indikator ini terealisasi sebesar 1,57% artinya penyediaan rumah pada tahun
2021 melebihi dari target yang ditetapkan sehingga pemenuhan akan rumah terjadi
peningkatan. Pemenuhan Data pembangunan rumah yang dianalisis untuk melihat
pengurangan backlog pada tahun 2021 dilaksanakan pendataan yang lebih lengkap
meliputi data dari IMB Perumahan,IMB Perorangan, data pengembang dan penyediaan

perumahan melalui lembaga keuangan.

Tabel 3.4
Perkembangan Pembangunan Rumah Layak Tahun 2018, 2019, 2020
dan 2021
Pemenuhan
Tahun | Kepemitan | FemimnO | R | tager |0t
(persentase)
2018 340.391 3.860 1,13% 3% 38%
2019 343.189 2.473 0,72% 1% 72%
2020 350.060 13.667 3,90% 1% 395%
2021 374.471 5.883 1,57% 1% 157%

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik untuk tahun 2021 baclog
kepemilikan rumah di Provinsi Sumatera Barat adalah 374.471 unit artinya masih ada
kekurangan rumah sebagai tempat hunian bagi masyarakat khususnya masyarakat

berpenghasilan rendah. Pemenuhan kebutuhan rumah yang di data saat ini penyediaan

Hal 7
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rumah yang di bangun baik secara perorangan dan pengembang berjumlah 5.883 unit
dan pembangunan rumah susun oleh pemerintah pusat dengan jumlah 212 unit. Konsep
menghuni dalam perhitungan backlog tersebut merepresentasikan bahwa setiap keluarga
tidak diwajibkan untuk memiliki rumah, tetapi Pemerintah memfasilitasi/mendorong agar
setiap keluarga, terutama yang tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa
menghuni rumah yang layak, baik dengan cara sewa/kontrak, beli/menghuni rumah milik
sendiri, maupun tinggal di rumah milik kerabat/keluarga selama terjamin kepastian

bermukimnya (secure tenure).

Sasaran Keempat adalah Meningkatnya Perencanaan dan Penetapan
Penatagunaan Tanah

Bidang pertanahan memiliki sasaran strategis meningkatkan perencanaan dan penetapan
penggunaan dan indikator kinerja persentase fasilitasi pengadaan dan masalah
pertanahan dengan target kinerja 85 %. Realisasi dari target kinerja sasaran tersebut
dilihat dari fasilitasi pengadaan dan permasalahan pertanahan yang dilaksanakan

mencapai 85% sesuai dengan yang ditargetkan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi OPD
Berdasarkan telahaan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan OPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, Telaahan Renstra
Kementerian Pekerjaan Umum, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Sumatera Barat, dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis Pembangunan Infastruktur
bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang penyelengaraan
menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan adalah sebagai berikut ;

Isu-Isu Strategis Bidang Perumahan Rakyat di Provinsi Sumatera Barat

1. Back Log meningkat, dikarenakan Pertumbuhan penduduk , faktor lemahnya
ekonomi masyarakat, akibat bencana alam,dll.

2. Kesediaan Lahan (Land Banking), faktor ketersediaan tanah ini yang
menyebabkan tersendatnya perkembangan pembangunan perumahan.

3. Permukiman Kumuh meningkat, dikarenakan faktor lemahnya ekonomi, dan

kurangnya ‘Sadar Hidup Bersih'.
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4. Banjir di permukiman, dikarenakan sudah padatnya permukiman, daya
tampung saluran yang ada sekarang sudah tidak memenuhi kapasitas yang
ada, sehingga jika curah hujan tinggi mengakibatkan luapan air.

Sulitnya perizinan bagi pengembang, dikarenakan faktor ego sektoral.

6. Sulitnya persyaratan dari pihak Bank, dikarenakan pihak Bank memiliki
peraturan yang telah ditetapkan, sehingga meyulitkan masyarakat yang tidak
punya slip gaji untuk memiliki rumah.

7. Penataan bangunan dan lingkungan masih belum optimal, dikarenakan
kurangnya kepedulian akan penataan lingkungan yang layak. Dalam
perencanaan rancangan kawasan perlu dipertimbangkan penataan lingkungan
yang layak.

8. Ketersediaan Data Rumah Tidak Layak Huni yang Valid.

Isu-Isu Strategis bidang Kawasan Permukiman di Provinsi Sumatera
Barat

1. Isu Strategis Pengembangan Permukiman
a. Pengembangan permukiman baru
b. Peningkatan kualitas permukiman
c. Penanggulangan bencana alam pada kawasan permukiman
d. Pembangunan Rusunawa pada kawasan padat penduduk
e. Penyediaan prasarana dan sarana di perdesaan terutama mendukung
kawasan agropolitan
f. Percepatan pembangunan prasarana dan sarana pada perdesaan
tertinggal.
2. Isu Strategis Pembangunan Prasarana, Saran Utilitas Umum Kawasan
a. Menurunnya kuantitas dan kuantitas air baku yang dipergunakan dalam
sistem pelayanan air minum.
b. Masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan di Provinsi Sumatera

Barat.

Isu-Isu Strategis bidang Pertanahan di Provinsi Sumatera Barat

Berkenaan dengan pengelolaan Bidang Pertanahan, terdapat isu-isu strategis
sebagai berikut:

1. Jaminan Kepastian Hukum Hak Masyarakat Atas Tanah
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Jaminan kepastian hukum hak masyarakat atas tanah masih menjadi isu utama,
manakala faktor-faktor utama yang mempengaruhi kondisi kepastian hukum
hak atas tanah belum dapat diperbaiki secara signifikan. Faktor-faktor
dimaksud, antara lain adalah rendahnya cakupan peta dasar pertanahan,
rendahnya jumlah bidang tanah yang telah bersertipikat, rendahnya kepastian
batas kawasan hutan dan non hutan, rendahnya tingkat penyelesaian kasus
pertanahan, dan rendahnya penetapan batas tanah adat/ulayat .

Saat ini, bila terjadi sengketa pertanahan antara dua pihak atau lebih dan tidak
dapat diselesaikan melalui musyarawah, maka penyelesaian sengketa dapat
dilakukan secara litigasi dengan berperkara di pengadilan. Diperoleh fakta ada
beberapa jenis pengadilan yang berbeda dengan kemungkinan keputusan
pengadilan yang berbeda pula. Hal ini menyebabkan kepastian hukum
masyarakat terhadap hak atas tanah tidak dapat terjamin bahkan oleh lembaga

peradilan yang ada.

2. Ketimpangan Penguasan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah
(P4T) serta Kesejahteraan Masyarakat
Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah
(P4T) masih menjadi masalah. Meskipun secara menerus telah diupayakan
redistribusi tanah dari berbagai sumber tanah, namun disadari bahwa sumber
tanah untuk kegiatan redistribusi hanya tinggal berasal dari tanah terlantar dan

pelepasan tanah hutan.

3. Kinerja Pelayanan Pertanahan

Upaya terus menerus yang dilakukan Pemerintah dalam memperbaiki kinerja
pelayanan pertanahan, antara lain adalah dengan membangun dan
mengembangkan sistem informasi manajemen pertanahan nasional (Simtanas).
Sepanjang tahun 2010- 2014 telah dikembangkan aplikasi sistem informasi
pertanahan pada seluruh Kantor Wilayah Pertanahan. Namun demikian tetap
dirasakan bahwa pelayanan pertanahan belum optimal.

Kemudian, teridentifikasi bahwa kurangnya kinerja pelayanan pertanahan
karena masyarakat harus menunggu cukup lama untuk dapat menyelesaikan
pelayanan pertanahannya sebagai akibat kurangnya jumlah Juru Ukur

Pertanahan.
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Kondisi yang demikian menunjukkan adanya proporsi yang tidak seimbang
antara juru ukur pertanahan dan non juru ukur sehingga memengaruhi kinerja

pelayanan pertanahan menjadi tidak optimal.

4. Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Ketersediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum menjadi
permasalahan bidang pertanahan terlihat dari pembebasan tanah yang
berlarut-larut dan dalam waktu yang tidak dapat ditentukan. UU No. 2/2012
tentang Pengadaaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum, Perpres No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Perpres No. 40/2014 tentang
Perubahan Perpres No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, serta perangkat hukum
turunannya, memberi kepastian dari sisi waktu pengadaan melalui pembatasan
waktu maksimal pengadaan tanah. Namun demikian, peraturan tersebut belum
dapat mengantisipasi permasalahan kepastian dari sisi perencanaan dan

penganggaran pengadaan tanah.
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Tabel
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
No Indikator Kinerja San/;;a"ILcllar IKK TR Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi Capaian i?‘taalz:
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2022 2023
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 |Persentase Penurunan kawasan Kumuh Persentase 7,09 142 21,3 284 28,4 354 2,02
2 Persentgse Peningkatan PSU Persentase 8,71 173 345 51,8 69 86,3
Permukiman
3 |Persentase Rumah Layak Huni Bagi SPM Persentase 100 100 100 100 100 100
Masyarakat Korban Bencana
4 |Persentase Rumah Layak Huni Bagi SPM standar 100 100 100 100 100 100
Masyarakat Yang Terkena Relokasi
Akibat Program Pemerintah Daerah
Provinsi
5 |Persentase Masalah Pertanahan Yang Persentase 100 100 100 100 100 100
Ditangani
6 |Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja persentase B B BB BB BB BB B B B B
7 |Persentase Warga negara korban persentase
bencana yang memperoleh rumah layak 100 100 100 100 100 100
huni (%)
8 |Persentase warga negara yang terkena IKD Persentase
relokasi akibat program pemerintah
daerah provinsi yang memperoleh 100 100 100 100 100 100
fasilitasi penyediaan rumah layak huni
(%)
9 Persentasg luas ka'uwasan kumuh 10-15 IKD Persentase 7,09 14,2 21,3 284 284 354 2,02
Ha yang ditangani (%)
10 |Persentase satuan perumahan yang IKD Persentase 0,43
sudah dilengkapi PSU (%) 20 20 20 20 20 20
11 Persentgse Peningkatan PSU IKD Persentase 8,71 17,3 345 51,8 69 86,3 18,89
Permukiman (%)
12 |Persentase pemanfaatan tanah yang IKD Persentase NA NA NA NA NA NA
sesuai dengan peruntukkan tanahnya
diatas izin lokasi dibandingkan dengan
luas izin lokasi yang diterbitkan (%)
13 |Persentase pengadaan tanah untuk IKD Persentase 100 100 100 100 100 100
kepentingan umum yang selesai tepat
waktu (%)
14 |Tersedianya lokasi pembangunan lintas IKD Persentase NA NA NA NA NA NA
kabupaten/kota (%)
15 |Persentase permasalahan pertanahan IKD Persentase 100 100 100 100 100 100
yang ditangani (%)
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BAB 111
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur
melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan
terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan
kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang
berkualitas dan berdaya saing, maka tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun
2020 adalah Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, ditetapkan tujuh prioritas
nasional, dengan beberapa fokus pembangunan yang meliputi industri, pariwisata,
ketahanan pangan, UMKM, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah
karbon, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial dan reformasi pendidikan
dan keterampilan.

Perumahan dan kawasan permukiman merupakan hak bagi setiap Warga Negara
Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1,
bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan. Pemahaman ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40 yang menegaskan bahwa setiap orang
berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang layak, dapat diwujudkan
dengan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (PKP)
yang sinergis dan melingkupi berbagai bidang, yaitu salah satunya adalah bidang
perumahan agar mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat.
Hingga saat ini, hampir seluruh daerah di Indonesia belum menempatkan
pembangunan perumahan sebagai prioritas pembangunan di daerah masing-masing.
Hal ini belum sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang
Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 yang menegaskan

bahwa urusan perumahan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah.
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dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman

merupakan salah satu urusan yang wajib (berkaitan dengan pelayanan dasar)

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Target Outcome Infrastruktur dalam RPJM 2020 — 2024 terkait Bidang

Perumahan dan Permukiman

INDIKATOR Kondisi 2020 Target Akhir 2024
INFRASTRUKTUR DASAR
Kawasan Kumuh Perkotaan | 1,5% 27.000 Ha
Backlog Kebutuhan Rumah | 814 ribu unit 6,46 Juta unit

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat tahun 2020-2024 dirumuskan dalam kerangka pembangunan yang tidak

hanya yang dilaksanakan secara langsung oleh kementerian, akan tetapi juga

mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta. Arah kebijakan dan strategi

utama pada masin-masing sektor serta arah kebijakan dan strategis lintas sektor.
(Renstra Kemenpu-Pera Tahun 2020-2024).

Arah kebijakan yang berkaitan dengan Bidang Perumahan dan Permukiman adalah

sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur

Permukiman

Smart living yang tertuang dalam Visium Kementerian PUPR dimaknai sebagai
permukiman cerdas. Arah kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur
permukiman dalam mewujudkan smart living adalah peningkatan penyediaan
infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan, dengan
pengarusutamaan empat aspek dalam pelaksanaannya, yaitu perwujudan
permukiman layak huni, penerapan bangunan gedung hijau, pembangunan
permukiman tahan bencana, serta penerapan teknologi dan permukiman ramah
lingkungan. Kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman
sebagai penjabaran dari arah kebijakan tersebut, meliputi:
a. Membangun sistem penyediaan infrastruktur permukiman berbasis entitas,
andal, responsif terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inklusif

(termasuk pengarusutamaan gender), berkelanjutan, serta bersifat return of
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investment, dalam setiap tahapan penyelenggaraan infrastruktur
permukiman.

b. Mendukung kontribusi dan kemandirian Pemerintah Daerah serta partisipasi
semua pihak dalam rangka keberhasilan pengelolaan infrastruktur
permukiman.

Cc. Menerapkan inovasi terbarukan dan/atau tepat guna dalam implementasi

penyelenggaraan infrastruktur permukiman.

2. Arah Kebijakan dan Strategis Pembangunan Perumahan
Arah kebijakan ditujukan bagi peningkatan akses masyarakat terhadap hunian
layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif yang akan
dilaksanakan dengan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

a. Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program
Sejuta Rumah, dengan strategi: (1) Pembangunan rumah susun, terutama untuk
MBR dan ASN, serta untuk mendukung pengembangan perkotaan (termasuk
TOD), industri (KI/KEK), pendidikan, keagamaan, Ibu Kota Negara (IKN), dan
Kawasan pertumbuhan ekonomi lainnya; (2) Pembangunan rumah khusus bagi
masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan
pemerintah/perbatasan/tertinggal/terluar, wilayah pesisir dan kebutuhan khusus
lainnya; (3) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR, dukungan
penanganan kumuh perkotaan, serta untuk mendukung pengembangan fungsi
pariwisata; (4) Pemberian bantuan pembangunan PSU untuk mendukung
pembangunan perumahan bagi MBR, termasuk perumahan skala besar untuk
MBR dan perumahan yang dibangun berbasis komunitas.

b. Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan
meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholderdalam
rangka memperkuat Program Sejuta Rumah, dengan strategi : (1) Pemanfaatan
tanah BMN/BMD/BUMN/BUMD dan penerapan pendekatan land banking untuk
mendukung pengembangan perumahan MBR dan millennials; (2) Kolaborasi
dengan pemda, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kebijakan lainnya dalam
penyediaan perumahan; (3) Pendampingan pemda untuk percepatan
implementasi kebijakan kemudahan perizinan pembangunan perumahan; (4)
Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan, serta penyediaan
kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan perumahan; (5) Penguatan

implementasi standar keamanan bangunan dan kesehatan; (6) Pembentukan
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balai perumahan di tingkat provinsi; (7) Perlindungan konsumen dan pengembang
perumahan; (8) Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk
mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR; (9) Peningkatan
kapasitas pemangku kebijakan melalui pembinaan dan dukungan kebijakan.

Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema
penyediaan perumahan vyang inovatif, dengan strategi: (1) Dukungan
pengoptimalan potensi pengembangan perumahan berbasis komunitas/kelompok
masyarakat yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan
dunia usaha; (2) Dukungan pengembangan perumahan skala besar dengan
pendekatan hunian berimbang; (3) Dukungan pengintegrasian hunian vertikal
untuk MBR dengan simpul transportasi umum/TOD; (4) Dukungan
pengembangan sistem rumah umum (public housing) melalui perumusan
regulasi, pembentukan kelembagaan, serta pengintegrasian dengan rumah sewa
(rental housing), terutama pada 6 kawasan metropolitan prioritas; (5) Dukungan
optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif (kredit mikro perumahan
dan skema lainnya) untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam
pengembangan perumahan berbasis komunitas/kelompok masyarakat dan
perumahan swadaya bagi MBR; (6) Pengembangan klinik perumahan; (7)
Dukungan Pengembangan system housing career; (8) Penyusunan mekanisme

insentif dan disinsentif dalam penyediaan perumahan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Barat tema pembangunan
Tahun 2023 merupakan pertengahan pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah

peningkatan ekonomi pada tiga sektor yakni pertanian, UMKM dan pariwisata serta

pemulihan akibat dampak dari pandemic Covid-19 sekaligus mendukung pencapaian

tema RKP. Prioritas pembangunan Tahun 2023 untuk mewujudkan Sumatera Barat

Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan adalah sebagai berikut :

1.

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan,
Terampil dan Berdaya Saing

Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah
Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan

dan perikanan
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Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan

Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi

6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan

7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih,

akuntabel serta berkualitas

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan 2

urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan yaitu urusan perumahan da

kawasan permukiman dan urusan pertanahan sehingga mendukung misi ke-6 melalui

peningkatan kualitas infrastruktur dasar pada kawasan permukiman.

Memperhatikan evaluasi

kinerja pelayanan dinas tujuan kerja tahun 2021

berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Provinsi adalah sebagai berikut :

Bab III Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan

NO SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI %
STRATEGIS KINERJA KINERJA CAPAIAN
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya Nilai Evaluasi B B 100%
Tata Kelola Akuntabilitas
Organisasi Kinerja
2 Meningkatnya Jumlah Kawasan 2 lokasi 3 lokasi 150%
Kualitas Kawasan Permukiman Yang
Permukiman Memiliki PSU Yang
Baik
3 Meningkatnya Tingkat 1% 1,57 % 157%
Kualitas Ketersediaan
Perumahan Rumah Layak
4 Meningkatnya Persentase 85 % 85 % 100%
Fasilitasi Fasilitasi
Penatagunaan Penatagunaan
Tanah Pertanahan Yang
Ditangani
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Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024

Provinsi Sumatera Barat

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1 2 3 4 5 6 7 5 10
27.575.847.644,00 41.603.861.950,00
1.04.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pai jang urusan d daerah provinsi 100% 10.958.900.000,00 PAD 100% 10.958.900.000,00
1.04.01.1.01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja P i isasi P dan 85% 374.500.000,00 PAD 85% 374.500.000,00
Perangkat Daerah Kinerja Daerah
Indikator Hasil 8 Dok dan | 17 Dokumen 17 Dokumen
i Kinerja Perangkat Daerah
Kelompok Sasaran  : Dinas t Rakyat,
i dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat
1.04.01.1.01.01 |Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun Provinsi Sumatera Barat 4 Dokumen 138.000.000,00] PAD 4 Dokumen 138.000.000,00
Daerah
1.04.01.1.01.02 |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun Provinsi Sumatera Barat 1 Dokumen 59.000.000,00 PAD 1 Dokumen 59.000.000,00
1.04.01.1.01.03 |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan  |Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun Provinsi Sumatera Barat 2 Dokumen 35.000.000,00 PAD 2 Dokumen 35.000.000,00
RKA-SKPD
1.04.01.1.01.04 |Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun Provinsi Sumatera Barat 1 Dokumen 3.500.000,00] PAD 1 Dokumen 3.500.000,00
1.04.01.1.01.05 |Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  |Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun Provinsi Sumatera Barat 2 Dokumen 6.000.000,00]| PAD 2 Dokumen 6.000.000,00
1.04.01.1.01.06 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah dokumen evaluasi yang disusun Provinsi Sumatera Barat 3 Dokumen 38.000.000,00 PAD 3 Dokumen 38.000.000,00
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.04.01.1.01.07 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan Provinsi Sumatera Barat 4 Dokumen 95.000.000,00 PAD 4 Dokumen 95.000.000,00
1.04.01.1.02 P kat Daerah Indikator Keluaran Tertib Administrasi Keuangan 12 Bulan 7.895.000.000,00 PAD 12 Bulan 7.895.000.000,00
Indikator Hasil 8 I A 12 Bulan 12 Bulan
i Daerah
Kelompok Sasaran Administrasi Keuangan Dinas Perumahan Rakyat,
i dan Pertanahan
1.04.01.1.02.01 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya Provinsi Sumatera Barat 58 Orang 7.000.000.000,00 PAD 58 Orang 7.000.000.000,00
1.04.01.1.02.02 |Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah ASN yang mendapatkan honor Provinsi Sumatera Barat 28 Orang 830.000.000,00 PAD 28 Orang 830.000.000,00
1.04.01.1.02.04 |Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah dokumen Akuntasi SKPD yang disusun Provinsi Sumatera Barat 18 Laporan 65.000.000,00 PAD 18 Laporan 65.000.000,00
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1.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat |Indikator Keluaran Tertib administrasi barang milik daerah 12 Bulan 140.000.000,00| PAD 12 Bulan 140.000.000,00
Daerah i
Indikator Hasil Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah 12 Bulan 12 Bulan
{t Perangkat Daerah
Sasaran : Administrasi Barang Milik Daerah Dinas P
Rakyat, Per dan Pertanahan
1.04.01.1.03.04 |Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang |Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban Provinsi Sumatera Barat 1 Dokumen 140.000.000,00] PAD 1 Dokumen 140.000.000,00
Milik Daerah pada SKPD
1.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dik in dan Kapasitas 60% 197.000.000,00| PAD 60% 197.000.000,00
Sumberdaya Aparatur
Indikator Hasil Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya 60% 60%
{t Aparatur
Kelompok Sasaran  : Aparatur Dinas Rakyat,
i Per i dan Pertanahan
1.04.01.1.05.02 |Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perl wya [Jumlah daan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Provinsi Sumatera Barat 75 Stel 66.000.000,00 PAD 75 Stel 66.000.000,00
1.04.01.1.05.09 |Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Provinsi Sumatera Barat 7 Orang 63.000.000,00 PAD 7 Orang 63.000.000,00
Tugas dan Fungsi
1.04.01.1.05.11  |Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Jumlah bimtek yang dilaksanakan Provinsi Sumatera Barat 6 Kali 68.000.000,00 PAD 6 Kali 68.000.000,00
Perundang-Undangan
1.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran Tertib administrasi umum 60% 1.335.000.000,00 PAD 60% 1.335.000.000,00
Kegiatan
Indikator Hasil Tersels ini: i umum an 12 Bulan 12 Bulan
Kelompok Sasaran Administrasi Umum Dinas Perumahan Rakyat,
i Per i dan Pertanahan
1.04.01.1.06.01 |Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan |Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang|Provinsi Sumatera Barat 1 Paket 12.000.000,00 PAD 1 Paket 12.000.000,00
Bangunan Kantor isedial
1.04.01.1.06.02 [Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Provinsi Sumatera Barat 1 Paket 500.000.000,00 PAD 1 Paket 500.000.000,00
1.04.01.1.06.04 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan Provinsi Sumatera Barat 1 Paket 216.000.000,00 PAD 1 Paket 216.000.000,00
1.04.01.1.06.05 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Provinsi Sumatera Barat 12 Jenis 93.000.000,00 PAD 12 Jenis 93.000.000,00
1.04.01.1.06.06 |Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang{Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan Provinsi Sumatera Barat 96 Eksemplar 14.000.000,00 PAD 96 Eksemplar 14.000.000,00
undangan
1.04.01.1.06.09 |Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi  |Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi Provinsi Sumatera Barat 1 Dokumen 500.000.000,00 PAD 1 Dokumen 500.000.000,00

SKPD
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1.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Indikator Keluaran : Tertib i jasa j urusan 60% 626.400.000,00 PAD 60% 626.400.000,00
Daerah i pemerintah daerah
Indikator Hasil ¢ Tersedi Jasa P j Urusan 12 Bulan 12 Bulan
i Daerah
Sasaran : Jasa Penunjang Urusan Dinas Perumahan Rakyat,
Per i dan Pertanahan
1.04.01.1.08.01 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun Provinsi Sumatera Barat 200 Surat 6.400.000,00] PAD 200 Surat 6.400.000,00
1.04.01.1.08.04 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia Provinsi Sumatera Barat 11 Orang 620.000.000,00 PAD 11 Orang 620.000.000,00
1.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tertib pemeliharaan barang milik daerah 60% 391.000.000,00 PAD 60% 391.000.000,00
Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Hasil : Terpeliharanya Barang Milik Daerah 60% 60%
Kelompok Sasaran  : Barang Milik Daerah Dinas Perumahan Rakyat, 12 Bulan 12 Bulan
i Per i dan Pertanahan
1.04.01.1.09.02 |Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, |Jumlah Kendaraan perorangan dinas yang dipelihara Provinsi Sumatera Barat 8 Unit 345.000.000,00 PAD 8 Unit 345.000.000,00
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara 1 Unit PAD 1 Unit
1.04.01.1.09.06 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Provinsi Sumatera Barat 55 Unit 46.000.000,00] PAD 55 Unit 46.000.000,00
1.04.01.1.09.10 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab Provinsi Sumatera Barat 2 Unit - PAD 2 Unit
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.04.02 gl Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau 1,0% 1.670.314.600,00 PAD 1,0% 1.683.350.000,00
Akibat Relokasi Program
1.04.02.1.01 y dan ilitasi Rumah P Data yedi: dan ilitasi 20% 1.475.000.000,00 PAD 20% 1.401.100.000,00
Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Kegiatan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program
Provinsi
Indikator Hasil : Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal Bidang| 3 Dokumen 3 Dokumen
i Perumahan di Provinsi Sumatera Barat
Kelompok Sasaran  : Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kegiatan Kabupaten/Kota
1.04.02.1.01.01 |ldentifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Tersedianya data di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program|Provinsi Sumatera Barat 1 Dokumen 625.000.000,00 PAD 1 Dokumen 500.000.000,00
atau Terkena Relokasi Program Provinsi Provinsi
1.04.02.1.01.02 |ldentifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Tersedianya data Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 1 Dokumen 850.000.000,00 PAD 1 Dokumen 900.000.000,00
Relokasi Perumahan
1.04.02.1.01.06 |Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah  |Tersedianya data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah|Provinsi Sumatera Barat 1 Dokumen - PAD 1 Dokumen 1.100.000,00
Susun dan Rumah Khusus Khusus
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1.04.02.1.02 ialisasi dan yedi dan dik Keluaran : Terlal ialisasi dan di 20% 186.600.000,00| PAD 20% 195.000.000,00
Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi |Kegiatan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau
Program Provinsi Relokasi Program Provinsi
Indikator Hasil i p Pemerintah, 20% 20%
Kegiatan Masyarakat dan Pelaku Pembangunan di Bidang
Perumahan
Kelompok Sasaran  : Aparatur Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku
i di Bidang Perumahan
1.04.02.1.02.01 |Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Terlaksananya Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah|Provinsi Sumatera Barat 50 orang 99.900.000,00 PAD 50 orang 100.000.000,00
Rehabilitasi Rumah kepada kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
1.04.02.1.02.02 |Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas |Terlaksananya Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan|Provinsi Sumatera Barat 50 orang 51.500.000,00 PAD 50 orang 55.000.000,00
Tanah dan Bangunan Bangunan kepada Aparatur Pemerintah dan
Masyarakat
1.04.02.1.02.03 |Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Terlaksananya Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme|Provinsi Sumatera Barat 50 Orang 35.200.000,00 PAD 50 Orang 40.000.000,00
Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP Akses Perumahan KPR-FLPP kepada Pemerintah dan Asosiasi/Badan
Usaha/Lembaga terkait Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman
1.04.02.104 dan ilitasi Rumah Korban Keluaran : Jumlah Rumah yang dibagikan kepada Korban 20% 8.714.600,00 PAD 20% 87.250.000,00
Bencana atau Relokasi Program Provinsi Kegiatan Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi
Indikator Hasil Terdistribusinya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat 20% 20%
Kegiatan Korban Bencana atau Terkena relokasi Program
Provinsi
Kelompok Sasaran Aparatur Pemerintah, Masyarakat Korban Bencana
i Provinsi atau Relokasi Program Provinsi
1.04.02.1.02.01 |Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi Yang Terehabilitasi Kab Pasaman dan Kab 300 unit rumah - PAD 300 unit rumah 135.000.000,00
Pasaman Barat
1.04.02.1.02.02 |Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering  |Terlaksananya Pembagian Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi|Kab Pasaman dan Kab 100 Orang 8.714.600,00 100 Orang 87.250.000,00
Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Program Provinsi Pasaman Barat
Relokasi Program Provinsi
1.04.02.1.02.03 |Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi Yang Terbangun Kab Pasaman dan Kab 100 unit rumah - PAD 100 unit rumah 1.100.000,00
Pasaman Barat
1.04.02.1.02.04 |Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU Bagi Korban Bencana atau Yang Terkena Kab Pasaman dan Kab 100 unit rumah - PAD 100 unit rumah 1.100.000,00
korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Relokasi Program Provinsi Yang Terbangun Pasaman Barat
1.04.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah Bagi Indikator Keluaran Jumlah Rumah yang dibagikan kepada Korban 20% - PAD 1.100.000,00
Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi i Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi
Indikator Hasil Terdistribusinya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat 20%
Kegiatan Korban Bencana atau Terkena relokasi Program
Provinsi
Kelompok Sasaran Aparatur Pemerintah, Masyarakat Korban Bencana
Kegiatan Provinsi atau Relokasi Program Provinsi
1.04.02.1.04.01 |Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah kepada Korban Bencana Kab Pasaman dan Kab 1Llaporan - PAD 1Laporan 1.100.000,00

Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi

Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi

Pasaman Barat
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1.04.03 Program Kawasan Permukiman P Per i Kumuh Yang Di i 8,00% 10.812.011.300,00 PAD 8,00% 4.100.000.000,00
1.04.02.104.01 |Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Indikator Keluaran : Tertatanya Kawasan Permukiman Kumuh 1 laporan 830.715.000,00 PAD 1 Laporan 600.000.000,00
Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 |Kegiatan Kewenangan Provinsi
(Lima Belas) Ha Indikator Hasil : Penurunan Luas Kawasan Kumuh 12.66% 12.66%
Kelompok Sasaran  : Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
i Kab [Kota
1.04.03.1.01.01 |Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Dibina 6 kelompok - PAD 6 kelompok
Permukiman Kumuh
1.04.03.1.01.02 [Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyadaran Publik 6 kali - PAD 6 kali
Berkembangnya Permukiman kumuh
1.04.03.1.01.08 |Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang Tersusunnya kebijakan dan legislasi untuk bidang perumahan 2 Dokumen 600.000.000,00 PAD 2 Dokumen 350.000.000,00
PKP
1.04.03.1.01.09 |Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan|19 Kabupaten/Kota 1 Laporan 230.715.000,00 PAD 1 Laporan 250.000.000,00
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kawasan Permukiman yang terlaksana
1.04.03.1.02 Kualitas Per Kualitas  Lingkungan  Kawasan 180 ha 9.981.296.300,00 PAD 180 ha 3.500.000.000,00
Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai Kegiatan Permukiman
dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Indikator Hasil : Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh Kewenangan 10% 10%
i Provinsi
Kelompok Sasaran  : Pemerintah Kabupaten/Kota dan
i Penerima Manf:
1.04.03.1.02.01 |Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Dokumen Site Plan dan DED 19 Dokumen 220.560.000,00 PAD 2 Dokumen
Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran
Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha
sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
1.04.03.1.02.02  |Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian 1 Laporan - PAD 1 Laporan
Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah
Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Tidak Layak Huni
Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan
terhadap Tumbuh dan Berkembangnya
Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha
sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
1.04.03.1.02.03 |Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan |Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Kawasan Kumuh Yang Ditangani 100 Unit 3.322.000.000,00 PAD 50 Unit 3.500.000.000,00
Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai
dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
1.04.03.1.02.07 |Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Kawasan Kumuh Yang Ditangani 30ha 6.438.736.300,00 PAD 10 Kawasan -

Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10
(Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima
Belas) Ha
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1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Yang Sarana dan Utilitas (PSU) 20,00% 3.508.631.094,00| PAD 20,00% 7.308.461.550,00
Utilitas Umum (PSU)
1.04.05.1.01 Urusan -aan PSU Per Kualitas  Lingkungan Kawasan 180 ha 3.508.631.094,00 PAD 180 ha 7.308.461.550,00
Kegiatan Permukiman
Indikator Hasil : Tersedianya PSU yang menunjang Fungsi 8,71% 8,71%
i Per i
Kelompok Sasaran : Pemerintah Kabupaten/Kota dan k
i Penerima Manfaat
1.04.04.1.01.01 |Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman Dokumen Perencanaan / DED PSU Permukiman 57 Dokumen 149.026.500,00 PAD 57 Dokumen 7.308.461.550,00
1.04.04.1.01.02 |Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di |Pembangunan dan Peningkatan PSU Permukiman 250 paket 3.198.379.750,00 PAD 250 paket -
Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
1.04.04.1.01.03 |Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan PSU|... 1 Laporan 161.224.844,00] PAD 1 Laporan -
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum  |permukiman
Permukiman
1.04.04.1.01.05 |Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Kerja sama Penyediaan /pengelolaan PSU Permukiman 1 Kawasan - PAD 1 Kawasan -
Permukiman
2.10.02 gl Izin Lokasi Luas ian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 80% - PAD 80% -
1 (satu) Daerah Provinsi Yang difasili
2.10.02.1.01 Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Ter i i / Fasilitasi 1 Laporan - PAD 1Laporan -
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Kegiatan Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan
Berusaha Provinsi
Indikator Hasil : Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Pengadaan 100% 100%
i Tanah Untuk Ke i usaha
Kelompok Sasaran  : Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
|Kegiatan
2.10.02.1.01.01 |Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam rangka|Provinsi Sumatera Barat 1 Laporan - PAD 1 Laporan -
dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan |Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi yang
Berusaha Kewenangan Provinsi terlaksana
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2.10.03 Program Pengadaan Tanah Untuk Luas Lokasi Yang Dapat Dilanjutkan ke 85% 265.495.350,00 PAD 85% 192.000.000,00
Umum tahap Pelaksanaan
2.10.03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Ter Lokasi d: Tanah 1 laporan 265.495.350,00 PAD 1 Laporan 192.000.000,00
Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi Kegiatan Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi
Indikator Hasil Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengadaan 100% 100%
Kegiatan Tanah Untuk Kepentingan Umum
Kelompok Sasaran Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
2.10.03.1.01.01 |Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi |Laporan hasil kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Provinsi Sumatera Barat 1 Laporan 265.495.350,00] PAD 1 Laporan 192.000.000,00
Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi|Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kepentingan Umum yang terlaksana
2.10.04 gl i Tanah p tanah garapan vyang telah difasilitasi dapat 70% 161.554.900,00| PAD 70% 82.000.000,00
dimanfaatkan secara optimal
2.10.04.1.01 Tanah pan Lintas dik 3 ingkatk Kualitas Penggunaan dan 1 Laporan 161.554.900,00 PAD 1Laporan 82.000.000,00
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kegiatan Pemanfaatan Tanah Garapan
Provinsi
Indikator Hasil Meningkatnya Kualitas Penggunaan dan 100% 100%
i Tanah Garapan
Kelompok Sasaran Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
2.10.04.1.01.01 |Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Laporan hasil Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1|Provinsi Sumatera Barat 1 Laporan 91.927.300,00] PAD 1 Laporan 49.000.000,00
Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (satu) Daerah Provinsi yang terlaksana
2.10.04.1.01.02 |Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Laporan hasil Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu)|Provinsi Sumatera Barat 1 Laporan 69.627.600,00 PAD 1 Laporan 33.000.000,00
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Daerah Provinsi yang terlaksana
2.10.05 Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Persentase masalah ganti kerugian dan santunan tanah yang difasilitasi 70% 81.537.150,00 PAD 70% 82.000.000,00
Tanah Untuk dapat digunakan untuk pembangunan
2.10.05.1.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Ter y ian Masalah Ganti Kerugian 1 Laporan 81.537.150,00 PAD 1 Laporan 82.000.000,00
Tanah untuk oleh Kegiatan dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi Pemerintah Daerah Provinsi
Indikator Hasil 3 ingk kualitas lak di 100% 100%
i tanah untuk
Kelompok Sasaran Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
2.10.05.1.01.01 |Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah  |Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian|Provinsi Sumatera Barat 1 Laporan 81.537.150,00] PAD 1 Laporan 82.000.000,00

Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk
Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi

dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
yang terlaksana
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2.10.06 Program Redistribusi Tanah Dan Ganti gi luas redistribusi tanah, ganti kerugian 70% 74.999.900,00 PAD 70% 64.850.000,00
Tanah i i Dan Tanah tanah i i dan tanah yang dapat diti juti
2.10.06.1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah 1 Ter Subyek dan Obyek| 1Laporan 74.999.900,00 PAD 1Laporan 32.000.000,00
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Kegiatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Daerah Provinsi dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Indikator Hasil B i kualitas 100% 100%
Kegiatan tanah di Provinsi Sumatera Barat
Kelompok Sasaran  : Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
2.10.06.1.01.01 |Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah [Laporan hasil Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Provinsi Sumatera Barat 1 Laporan 74.999.900,00 PAD 1 Laporan 32.000.000,00
2.10.06.1.02 Ganti gian Tanah Keluaran : Terlaksananya Penetapan Ganti Kerugian Tanah 1Laporan - PAD 1Laporan 32.850.000,00
Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kegiatan i i dan Tanah Lintas
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Provinsi
Indikator Hasil B i kualitas 100% 100%
i tanah di Provinsi Sumatera Barat
Kelompok Sasaran  : Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
Kegiatan
2.10.06.1.02.01 |Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah|Laporan hasil Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee|Provinsi Sumatera Barat 1 Laporan - PAD 1 Laporan 32.850.000,00
Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana
2.10.07 Program Penetapan Tanah Ulayat |Persentase Luas Penetapan Tanah Ulayat yang dipetakan/didaftarkan dalam 80% 42.403.350,00 PAD 80% 43.150.000,00
buku tanah
2.10.07.1.01 Penetapan Tanah Ulayat yang L inya Lintas Ter Tanah Ulayat yang 1Laporan 42.403.350,00 PAD 1Laporan 43.150.000,00
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kegiatan Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
Provinsi (Satu) Daerah Provinsi
Indikator Hasil B i kualitas 100% 100%
i tanah ulayat di Provinsi Sumatera Barat
Kelompok Sasaran  : Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
Kegiatan
2.10.07.1.01.01 |Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan  |Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah|Provinsi Sumatera Barat 1Laporan 42.403.350,00 PAD 1 Laporan 43.150.000,00
Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota |Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dilaksanakan
2.10.08 Program Pengelolaan Tanah Kosong |Persentase Luas Tanah Kosong yang difasilitasi dapat dimanfaatkan sesuai 70% - PAD 70% -
fungsi/peruntukannya
Penyelesaian Masalah Tanah Kosong i 1 Ter ian Masalah Tanah Kosong 1Laporan - PAD 1Laporan -
Indikator Hasil 8 i kualitas ian tanah kosong| 100% 100%
Kegiatan dalam 1(satu) daerah provinsi
Kelompok Sasaran  : Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
2.10.08.1.01.01 |Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Laporan hasil Koordinasi Penyelesaian Masalah Tanah Kosong dalam 1 (satu)|Provinsi Sumatera Barat 1 Laporan - PAD 1 Laporan -
Kosong di Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Daerah Provinsi yang terlaksana
2.10.08.1.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Indikator Keluaran : Terlaksananya Inventarisasi dan Pemanfaatan 1Laporan - PAD 1Laporan -
i Tanah Kosong
Indikator Hasil B i kualitas ian tanah kosong| 100% 100%
i dalam 1(satu) daerah provinsi
Kelompok Sasaran  : Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
Kegiatan
2.10.08.1.02.01 |Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong Laporan hasil Inventarisasi Tanah Kosong yang terlaksana Provinsi Sumatera Barat 1 Laporan - PAD 1 Laporan -
2.10.10 Program Penatagunaan Tanah luas rencana tanah yang dapat dijadikan acuan 55% - PAD 55% 38.000.000,00
2.10.10.1.01 Perencanaan Penggunaan Tanah yang T i rencana tanah yang 1 Dokumen - PAD 1 Dokumen 38.000.000,00
Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 1 (satu) daerah provinsi
Indikator Hasil B i kualitas 100% 100%
i tanah kosong di Provinsi Sumatera Barat
Kelompok Sasaran : Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
2.10.10.1.01.01 |Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Provinsi Sumatera Barat 1 Laporan - PAD 1 Laporan 38.000.000,00

Penggunaan Tanah
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan program dan kegiatan serta pendanaan perangkat daerah pada tahun
rencana. Program dan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 disusun berdarkan skala prioritas dengan
mengacu kepada RPIJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, program nasional dan
Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-

2026. Program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
yaitu :

o Pencapaian visi dan misi kepala daerah.

o Pencapaian SDGs.

o Pengentasan kemiskinan.

o Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

o Pengembangan daerah terisolir.

- Hal 27
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Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2022
Unit Grganisasi : 1.04.2.10.0000.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sub Unit Organisasi @ 1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Indikator Kinerja Rencana Tahuwn 2022 Prakiraan Maju Rencana Tahwn 2023
Urusan/ Bidang Urusan Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
. i Catatan
Kode Pemerintahan Gaersh ) i _— Lalead Weluaran Pagu indikstif | Sumber | oo FRnkes b D
Dan Pragramy Kegiatan Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Cutput Hasil (R Dana ting Pagu indikatif
Kegiatan Frogram Sflb Kegiatan P Tolok Ukur Target (Rp)
Kegiatan
1 URUSAM PEMERINTAHAN WAJIE YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 |04 URUSAM PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KEAWASAN PERMUKIMAN 121,619,400,361 2,598, 940,550,212
1 |04 |01 PROGRAM PENUNJANG URUSAM PEMERINTAHAN DAERAH PROVIMNSI 20,952 882 176| 15,137,045, 212
1 |04 (01 |11 Perencanaan, PFenganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peranghkat Dacrah 175,500,000 201,825,000
Dokumen Perencanaan Semua
Perm Dok Perangiat Daerah (RET, P KabupateryKo PENDAPATA
N eriyusLnan Lskmen PK Perubahan, Renstra, ta, Semua o LT ﬁ
1 |04 (01 |17 (01 (Perencarsan Perangiat 12 Dokumen 100, 000,000 115.000,000
Dot Renja, RKA, RKA Pergeseran, Kecamatan, DAERAH
REA Perubatan, DPA, DFA Semua (PALY
Pergeseran, DPA Perubshan) Kelurahan
Semus
Dokumen Evaluasi KabupateryKo PENDAPATA
i lia Evaluasi Kinerja Perangkat Peranglat Daerah (LAKIF, ta, Semua £ g oo | OASL £ o
1 |04 (O n (o7 - = & Dak 15 00| 46,825, 000
Drzerah LFPD, LKF), Laporan Kecamatan, chumen ! DAERAH = !
Trrwulan, Laporan Tshunan) Semus (P
Kelurahan
1 |04 (01 |10z Administrasi Kewangan Peranghkat Daerah 8,754,755 006 10,067,968,177
Semua
_ R . Kabupaten/Ko PEMDAPATA
Gi ASN
1 |oa [or |np2 |py |Perwedinan Gaji dan ang dibayarkan datam 1 fa, Sarms 12 Bulan 174,305 86| N A5 8,400,555,177
02 74,355,80 S,400,555,177
Tunjangan ASN !1:21 = Kecamatan, DAERAH
Semua (PADY
Kelurahan
Semus
Jasa Adminstrasi Keuangan Kabupater/Ko PENDAPATA
PR Fenyediaan Administrasi (Pengelola Keuangan, ta, Semua - oo | OASL e o
1 |04 (O 02 |02 12 Bul 455, 350 000 S48, GE4, 000
. Pelaksanaan Tugas ASH Pengelok Barang Milik Kecamatan, “an o DAERAH B
Daerah, Pejabat Pengadaar) Semus (P
Kelurahan
Semua
Koordi Kabupater/io PENDAPATA
I . . \ras E=n . Tersusuninya akuntans: ta, Semua . e | N ASL - "
1 |04 |© 02 (34 |Pelaksanaan Alurtansi - 18 Laparan BE, D00 000 AT, 750,000
. pelaporan keuangan OPD Kecamatan, DAERAH
Semua (P}
Kelurahan
1 |04 (01 |12 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 95,830,000 110,204, 500
Semus
Kabupaten/Ko FENDAPATA
Fembinaan, Pengawasan, . dalinya Bar: Wil .u_a = N ASLI
1 |04 |01 [103 |04 |dan Pengendalian Barang erwencalimy Sarang Mk B2, SemLa 12 Bulan s5,m0000| " 110,204,500
Milik Gaerah pada SKPD Daerah pada SKPD Kecamatan, DAERAH
Semua (P
Kelurahan
1 |04 (01 [1.0% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 214,553 500 246,736,525
Semus
Kabupatenyko PENDAPATA
Pengadaan Pakaian Diras Palcaivn Dinas berserta .u,a e -
1 |04 |01 |105 (02 |Beserta Atribut Perlenglkapannya yang ::""'J_“ 75 Stel 56,250,000 :;::'_;}I\. | 54,687,500
Kelengkapannya disediakan il ~
= Semua (L
Kelurahan
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Program dam Kegiatan Peranghkat Dasrsh

Frovingi Sumatera Barat

Tahium 2022
Wenitt it mend = 7,002 10UDUDL O D00 CAMAS PEHUMAHAN BAEYAT, KAWASAN FERMULMAN DAN PERTAMAHAR
Swh Urit Depesiess @ 10022 30000007 0HA DENAS PERURMAHARN RAKTAT, LAWALER PERMUKIMAN DAMN PEFRTANAHAN
Indilcwice Linens Farcena Tabean 2022 Praicrasn Sagu Fencena Tshun 2023
Urusen.' Bidarg Uresan Targe® Capaian KEnarja Targat Capaian Kireria
Kcsda Pemarintshan Dearas Lolasi PR P—— . ::: K Darea?
Cwn Program! Keg laten Capsisn Program Ealusrsn Yut Kegatan Haai Kametan Ourtpea® Haml [y I Paga ind
Frogram Sub Todok Uloar Targat .
KErgurian Laginean IR}
Keguartsn
ALM Dvras Mercrrahan :""”'I " —
‘anchchban dan Pl sbhan Hakps® K ssamaan I:-;:“'l' = H M_I.
1 |8 |7 10% (M ‘wgaeem Beriamarkan Permubmman dan Pertanatan 10 Crwrg EERS R
Tugm dan Fengs yargg mengbus serdedican el ol
Serran {RRLY,
darn pelabhan
Ewivrahan
ALK Dwras Percrrahan R
Eabupaieniis FEMDAR A
Berbngan Tektrn Mabpst K swasnar tn, Larsuin e
1 |8 |7 105 |17 = pl srranian Persiuren Permubmman dan Pertanatan F———— 12 Orwng LY ELL BaE BEIR NS
mru rdang -Urdang an ¥ meEngius Emsngan -
i L 1 haLT,
Ewivrahan
1 |04 |07 |LDE Ee2minaeraa Umum Ferargior Dearsh 1,128, D220 12568, 10803
e
‘erpechaan Enmponsn Kormpo e irmds b Eabepaienis FEMDESRA
rilal by nerangan s, SErmus h #SL
1 |04 |m 7 o - 12 Bulan 11,94 000 pENE L.
¥ L/ Fererangan barguran Enior gang EECEITatan, N L Lakvar
Sargunan Kaninr dmeciakan e 1AL
Felurahar
e
Eatupaiens FEMDER A
Permlaisn dan perlengoss tu, bl
1 |oa |mo 1o fo — pan S 311 Linit EERTTR ] iy AL
ot e kapan Ko harficr mng desdiskan EECEITatan,
Smrrasn
Felurahar
e
b i
Als? bl fearrior dan iyt
1 (o4 |o0 |16 |pg  [Peweckssn Batanlogask frudaan mran sk i 12 Balan 127, 4T 60 MEF TN
Karinr - P
P =y Serren
Felurahar
e
Eatupaiens FEMDER A
Earang in, & &S
1 | | fros | | - S 12 Balan 50,015,000 G850
Cotshan dan Pergendesn EECEITatan, Lakvar
dmEciatar:
e 1R,
Falirahar
He ]
s - PEP Load
‘mrpechaan Eahan Becaan Hahan bacssn dan persSursn I:';::II:. i ‘\t:‘.—l“""
1 |4 |7 10E (M |dan Perstursn Feronceng - P arg] -undan gan yang 1 Bulan 12 A0000] L ¥ EN L
P ST, L&tkaH
undangan dmechakan
Serren AR,
Falirahar
He ]
s - PEP Load
‘arpwlanggaraan st o eoorren ] dligand sk | | I:';::II:. i ‘\t:‘.—l“""
1 |4 |7 1.0E | Koordines den Korsolau Ind kst Kslusran Soh 1 Bulan HEE 0TSO SEEEMERSS
P ST, L&tkaH
SO Ksuatan
e 1R,
Falirahar
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Program dam Kegistan Peranghat Dasrah

Prowinsi Sumatera Barat

Tahum 30E2
Uit Chrgmend mmend - 0882 100U0L00 00 3000 CIMAS PEHUMAHAR BAKTAT, KAWASAN PERMUEMAN DAN PERTAMAFSRN
Sazh Unit Drpanisss © 100 2 V00000070000 CANAS PERLPAAHAR HAKTAT, LAWALAR PERMUKIMAN DAN PEETANAHAN
Lnans Tabean 2002 Prafcrasn Magu Tahun 2023
Urusan' Bdang Urasan Target Capsian Kinarja Target Capaian Kireria
Catatmn
Kodn Pemannishan Deeran el PP Pagu Indibsms Lomrmlzar = K D/
Lo Program ! Kegistss Capaisn Frogram Ealusren Sut Kegurtan Haail Kegatan Ortpat Haml fpd eriting Fagu indicstit
Kagiat Frogram Sub sar Lraria Todok Uioer Targas e
Esguatan
Serrain
" ks - FEP L2
s ey e i e Ciepamite s
1 |04 |in 108 |11 Aplican Joom Mestng yang S5 5000
B K whim nic pada & N Fecarracan, DaERaH
mechake
=D SEmaa Lt
FalLrahar:
1 |04 Jon a7 Fengadman Barsng Mikk Cesrsh Pesunjeng Ursssn Pemaninish Deerss 515 491,000 L 355, T45 450
Serrain
Faal . PEP Lad
‘engadasn Kenceraan Karcarmar, I."';'_':r'::"::' ::::"""
1 |04 0 107 |02 .:;J.::;::Plu:ﬂd AL ::::I-::l:m'ul'dlhlnq S 1 Ut 115,417,000 o
- : S mrresn (HRLT)
Frlurahar:
Serrain
fabupaieno FEMI&E A
1 |04 0 103 |05 ‘e gadaan Maecel Kistel Bl Dot [sbucan 8, s 1 Pakst SOOI : el & O NI LN
yureg disd shan Fcmrmatan, L&ERAH
Serras L Ta )
FalLrahar:
1 |04 Jon 108 ¥ Juza P Urusan Umarah 30, DbE, 00 483, 5T 7
Serran
Fatipaterdiis FENDEMATA,
- . ‘mrpechasn lans Sumt Jurish Surst yang i Semus N e e | ASL L EEE "
L el Ll M ETmL Cushibriba uiean Pl arrasan e b LsEiaH R
4 sraan Ta
Falurahar
Serrain
Fatipaterdiis FENDEMATA,
. ‘mrpechasn lans Pelgpanan A Sopr fantor dan i Semus e | OESL .
1 |04 0 108 |04 12 Bolan 184 StH) Lot P T,
v Uernamn Barfir It ctarra Facarratan i YT !
Serrain il
Frlurahar:
1 |04 jon 1F% Femabharmen Bersng Mibk Deers Uruman Dwenrsh 9, 658, T34, BOD 35 XTS5 500
‘wrpechaan lans Lerras
Jana e raan. Burva
b a . - FER [z
b i Faarman, .m o ———" s e 3 THTET LY
i (o4 |in [1ow | |Femsibersan, Pejuk den wbatan dan ta, Jmmua T Uit yoe 200 | ASL 35 253 NN
hart 2 Keredaraan Caras P @l A L&bkaH
: 5 i
Cpmrmicnal st DiraaiCiomrsmiceral fmrresn L Ta )
Lapargan Esduraiar,
Serran
Fatipaterdiis FENDEMATA,
1 o | 109 o8 ‘mmiehtarsen Perslatan Peralaten Cedong Kanfor ia, Semus 12 Belan TR hi AL A5 i
dan Wewn Lanmnye yarg di pelbars LEcarmatian, babvar
fmrresn L Ta )
Felurahan
Serrain
S s o i e
1 |0& 0 10% |10 Karntor dan Kur Lirnt EERERS T a
Cemdung Earior stau il Eecarratan D ERAH
Barg cran Lsinrys 4 sraan Ta
Felurahan
1 |04 o PROGERM P MHLEH P L 5957 ENE1ES 1,151,573, 500,003
1 |04 joz 1.0 Fendatsan Penyediasn den Bshabidites Fumah Ecortan Seancans stsy Felokss Frogram Frovira 5,500, 000, 00D 1,157,450, /000, 0050
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Program dan Kegistan Feranghkat Dasrah

Provirsl Sumaters Barat

Tahun 2022

Unit Crganiasnd = 1.04.2 10,000 070000 CONAS PERUMAH AN RAKTAT, KAWASAN PERMUK AN DAMN PERTAHAHAMN
Sub Lnit ﬂ‘r?ﬁ- : NUOE 20000000 D000 CIMNAS FERUMAHAN FEAKYAT, LAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Urusan; Bidang Urnnan
Pemerintshan Deersh
Dun Progremy Ksgistan

Indikator Kinerjs

Rarcana Tabean 2022

Prakirsan Masju Bencana Taksn 2023

Capaian Program

Knlusran Sub Kegiatsn

Target Capaian Kinerja

Frogram

Babaaran
Sub

Esgatan

Haail
Segialan

Pagu Indikasf

Surmiser

Catalan
Penting

Targel Capaian Kinerjs

Tobok Ukesr Target

Danw'
Facu ndikatil
Pp

101

by i b P
Lizkand Farwar Bearoan
ity ferkena Pehebaw
Proxgram Provins

1, 50808000

50,000, 000

1, (08 0E0 00

[l iBi i

P alaar
Pl Wunyaracat, Bumsh

ah B

1, (08 0E0 00

PR E ilediledifiis

az

1.0z

Scalalbani dan Perl spen Penpedisen den Rehabitas

Rumah Korban Bmcens stsu Felokasi Progrem Provirsl

457 518,188

523,500,000

Sl Clarelar fakniy

Ratbditas Rumah kepada
A gt s bl
Targyya: Bantana

13T AIENES

TSE, 500, 000

Sosilnmi lentany
bdskanisme Fan

Hak At Sana
Barggurar

120,000,000

T 5 O, N

Sounmi Pengembangan
Parurrahan Bau das

Y ]
1 KPR-FLPP

0000000

230,000 D0

PROGHAM KAWASAN FERMUKIMAN

£7,050,000,000

1,754, 532,500,000

Fenatasn Lamasan Permu

liman Kuemub dengan Luss 10 (Sspubsh) Ha ssmpsl darng

pan dil Bawah 15 [Lima Eelas) Ha

2,700,000,000

1,724, 550,000,000

Parmburaar
Cowvachaga Mawya
P i rran Kumuh
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Program|dan Kegiatan Ferangkgt Dasrak
Prowins| Sempatern Bara)
Tahum R02E
Unift Drganiasgi = 1442 10.0.00.010000 DINAS PERPMAH AN RAKYAT, EAWASAN FERMUKIMAN DAMN FERTANAHAN
Sul] Linif Orgejninas : 1.04.2.00.0,00U07.0000 DIMAS PERUNS HAN EAKYAT, KAl PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Indikator Kinena Mencang Takun 2073 Prakirsan Mg Bencana Tabjsn 2023
Uruseny Bidang Urinen Targpt Capaian Eiherja P Targel Capsaian Kiners .
i Vemerintahan Deerah . . [T Pagu indlatif N Penling M:r:‘l
D — Capaian Frogram usran Sub Kegiatsn il Leguatan — s Haall e _— . r\-.;u"IF
Eegialan ¥ ]
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Program dan Keglatan Perangkat Daerah

Unit Crganiasai - 1.04.2.10.0.00 01 000 DERAS PERUMAH AN LAKTAT, KAWASAN PERMUKBAN DAMN PERTANAHAN
Sub I.h'l'!ﬂ‘l'?ﬂl- N0 2T LO G000 IDIMAS PERURAHAN FAEYAT, LANESAN PERMUKIMAN DAN PERTARRHAN

Provire| Sumatera Barat

Tashun 20232

Indikator Einers

Pancana Tabun 2012

Prakrsan Maju Fencana Taben 2023

Urusan; Bidang Urinan Terget Capalan Einera Targed Capaian Kiners
Lode Penarinishan Duersh — Pagu Indikati{ Lurmizer Catatas s Do
; & wn Penbi —
Dam P 5 Capaisn Pregram Erlusran Sub. Ksgiaten Hmil Lagistan — Py Hasi e g Solok I'h;ulmlllﬂ
Esgpaian
i
Farartalan
Sarmiua
K lurahan
FERDEMRTE
Esdomprk Mavparahal Sadar P B
4 |as 1o o Parrraskimas & Pukmas L P OO0, D00
P Ul rraan sk AL
Fourdinimi dan
e LAt
LI [ 107 | Ihl'“-il-'-:;l_l.i'iillL'.u' T SN 000 PR pFLA T TR
Parurruafian dan Kessran
P 1 Lic rran
1 |04 |aF |z P i Kuai®as K P kd Wurmsh dengan Luss 10 (Sepubsh] Ha sempel dengen di Bawsh 15 [Lima Beas) Ha 54,50 000, 000 59,94 7 300 000
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Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2023

Program dan Keglatan Perangkat Dacrak
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Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2023

Program dan Kegistan Feranghkat Daerah
Provirs| Sumaters Barat

Tahun 2022
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Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2023

Program dan Kegistan Feranghkat Daerah
Provirsi Sumaters Bxrat

Tahum 2022
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Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2023

Frogram dan Kegiatan Ferangkat Dasrah

Provire| Sumatera Barat
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Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2023

Program dan Keglatan Perangkat Daerah
Provirs| Sumatera Earat

Tahun 2022
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Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2023

Program dan Keglaytan Perangkat Dasrak

Unit Crganissai © 1.04.210.0.00 01 0000 DINAS PERUMAH AN RAKTAT, KAWASAN PERMUKISAN DAMN PERTANAHAN
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Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2023

BAB 1V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan
Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Barat sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan
fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan

untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Setelah Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi
Sumatera Barat untuk tahun 2023 dibuat, maka perlu dipersiapkan Kebijakan Umum
Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun 2023 yang digunakan sebagai
dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.
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